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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD
dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa.

Untuk  menjamin  konsistensi  Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan
Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan
terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah
dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan
substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020.
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Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2020, kebijakan
keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya telah mengacu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020,
tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor
perekonomian dan keuangan. Sebagai upaya penanganan Covid-19 perlu
dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat terutama dalam kebijakan
pengelolaan keuangan daerah dengan memprioritaskan anggaran untuk
penanganan dampak penularan COVID-19.

Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap aktivitas
perekonomian sehingga salah satu dampaknya adalah penurunan
pendapatan daerah. Pada tahun 2020 pendapatan daerah terdapat
pengurangan target sebesar Rp.993.824.046.600 atau -10,94% dari
Rp9.083.086.853.714,- menjadi Rp8.089.262.807.114,-. Perubahan target
Pendapatan daerah Tahun 2020 dapat dijelaskan dalam rincian sebagai
berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah
Pada Tahun 2020 PAD mengalami pengurangan sebesar
Rp543.241.880.904,- atau -9,73% dari Rp5.584.627.122.979,- menjadi
Rp5.041.385.242.075,- yang bersumber dari:
1. Pajak Daerah
Pajak Daerah mengalami pengurangan vyaitu sebesar
Rp543.241.880.904 atau -12,59% dari Rp4.313.465.165.227,- menjadi
Rp3.770.223.284.323,- meliputi:
a. Pajak  hotel mengalami penurunan  yaitu  sebesar
Rp115.845.999.871,- atau -38,57% dari Rp300.348.017.029,-
menjadi Rp184.502.017.158,-;



e A 4

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Pajak restoran mengalami penurunan yaitu sebesar
Rp237.143.338.303,- atau -39,83% dari Rp595.395.572.860,-
menjadi Rp358.252.234.557,-;

Pajak  Hiburan mengalami  penurunan vyaitu sebesar
Rp49.874.335.737,- atau -49,80% dari Rp100.150.537.864,-
menjadi Rp50.276.202.127,-;

Pajak reklame mengalami penurunan vyaitu sebesar
Rp42.569.954.328,- atau -29,30% dari Rpl145.299.926.618,-
menjadi Rp102.729.972.290,-;

Pajak penerangan jalan mengalami penurunan vyaitu sebesar
Rp16.386.880.467,- atau -3,66% dari Rp447.988.932.146,-
menjadi Rp431.602.051.679,-;

Pajak  parkir  mengalami  penurunan  yaitu  sebesar
Rp44.451.634.132,- atau -41,36% dari Rpl07.476.663.721,-
menjadi Rp63.025.029.589,-;

Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar
Rp669.023.764,- atau 0,05% dari Rp1.307.162.681.491,- menjadi
Rp1.307.831.705.255,-;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami
penurunan sebesar Rp37.525.443.478,- atau -2,87% dari
Rp1.308.215.936.106,- menjadi Rp1.270.690.492.628,-;

Pajak Air Tanah mengalami penurunan sebesar Rp113.318.352,-
atau -7,94% dari Rp1.426.897.392,- menjadi Rp1.313.579.040,-.

Terjadinya Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan meningkatnya beban

ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah Kota Surabaya memberikan

kelonggaran atas kewajiban pembayaran

perekonomian segera pulih, dengan menetapkan :

pajak daerah agar sektor

a. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi

Administrasi Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat sebagai
Dampak Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kota

Surabaya, tanggal penetapan 1 Juli 2020
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b. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak
Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi sebagai akibat
Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surabaya,
tanggal penetapan 8 Mei 2020

c. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat
dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke 727, tanggal penetapan 26 Maret
2020

2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp370.797.682.018,- meliputi:
a. Retribusi Jasa Umum tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp106.383.056.009,- yaitu dari:
— Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 10.050.799.500,-;
— Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebesar
Rp41.762.571.509,-;
— Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar
Rp2.850.130.000,-;
— Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar
Rp35.814.000.000,-;
— Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar
Rp13.220.000.000,-;
— Retribusi pelayanan tera / tera ulang sebesar Rp2.102.355.000,-;
— Retribusi pengelolaan limbah cair dalam bentuk tinja sebesar
Rp583.200.000-.
b. Retribusi Jasa Usaha tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp93.543.369.688,- yaitu dari:
— Retribusi terminal sebesar Rp8.262.964.000,-;
— Retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp5.759.966.000,-
— Retribusi  tempat rekreasi dan  olahraga  sebesar
Rp6.354.032.189,-;
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— Pemakaian tanah atau tempat-tempat yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp67.863.868.119,-;

— Pemakaian Rumah yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya
sebesar Rp1.454.276.000,-;

— Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI sebesar
Rp569.938.000,-;

— Penggunaan gedung gelanggang remaja surabaya sebesar
Rp106.205.000,-;

— Penggunaan gedung serba guna sebesar Rp1.215.235.000,-;

— Retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil koperasi sebesar
Rp649.084.000,-;

— Retribusi pemakaian usaha mikro dan kecil pertanian sebesar
Rp439.933.880,-;

— Retribusi pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebesar
Rp867.867.500,-.

c. Retribusi perizinan tertentu tidak mengalami perubahan yaitu

sebesar Rp170.871.256.321,- yaitu dari :

— Retribusi izin mendirikan bangunan sebesar
Rp163.545.226.321,-;

— Retribusi izin trayek sebesar Rp437.070.000,-;

— Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
sebesar Rp6.888.960.000,-.

Besaran retribusi daerah tidak mengalami perubahan, kendati
demikian Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas
kewajiban pembayaran retribusi daerah kepada masyarakat dengan
mengeluarkan regulasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Pembebasan Sanksi Administrasi Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada
Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah karena Dampak
Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surabaya,
tanggal penetapan 8 Juni 2020
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak
mengalami perubahan yaitu sebesar Rp167.501.717.512,- meliputi :

a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp153.450.467.512,- yaitu dari :

— Bagian Laba Perusahaan Daerah Air Minum sebesar
Rp132.510.112.876,-;

— Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar sebesar
Rp639.987.569,-;

— Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan sebesar
Rp105.234.668,-;

— Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar
Rpl14.972.518.133,-;

— Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar
Rp9.020.000,-;

— Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama sebesar Rp561.112.981,-;

— Bagian Laba PT. Surya Artha Utama sebesar Rp862.804.000,-;

— Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang
Surabaya sebesar Rp3.789.677.285,-.

b. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN yaitu dari Bagian Laba PT. Surabaya Industri
Estate Rungkut (SIER) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp14.051.250.000.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah
Lain-lain PAD yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar

Rp732.862.558.222,- yaitu dari:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan tidak mengalami
perubahan yaitu sebesar Rp2.220.924.941,- dari Penjualan
Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai

b. Jasa Giro tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp20.245.237.328,- dari Jasa Giro Kas Daerah

-6
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c. Pendapatan Bunga Deposito tidak mengalami perubahan vyaitu
sebesar Rp123.115.536.281,- dari Rekening Deposito pada Bank
Jatim

d. Pendapatan lain-lain tidak mengalami perubahan vyaitu sebesar
Rp192.408.298.229,- yaitu dari:

— Pendapatan YKP sebesar Rp90.000.000.000,-;

— Penerimaan lain-lain sebesar Rp27.557.488.146,-;

— Pendapatan Sewa Gedung JI. Walikota Mustajab No. 84 Surabaya
sebesar Rp617.320.610,-;

— Sewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte Bis sebesar
Rp5.824.508.965,-;

— Sewa Bangunan Tunjungan Center sebesar Rp238.674.384,-;

— Pendapatan dari hasil kontribusi bangun guna serah (BOT) Psr.Turi
sebesar Rp683.594.000,-;

— Pendapatan pamakaian sewa rumah susun sebesar
Rp1.835.256.000,-;

— Pendapatan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di Kuasai Pemkot
sebesar Rp70.230.000,-;

— Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran  Administrasi
Kependudukan sebesar Rp375.100.000,-;

— Pendapatan sanksi administrasi  Pelanggaran  Administrasi
Pencatatan Sipil sebesar Rp4.527.200.000,-;

— Pendapatan sanksi administrasi pelanggaran ketentuan bangunan
sebesar Rp25.478.575.356,-;

— Pendapatan pembayaran kompensasi lahan makam sebesar
Rp27.483.260.768,-;

— Pendapatan Kontribusi tetap PT. Sumber Organik sebesar
Rp6.791.618.000,-;

— Pendapatan sanksi administrasi retribusi terminal sebesar
Rp14.000.000,-;

— Pendapatan sanksi administrasi retribusi pengujian kendaraan
bermotor yaitu sebesar Rp158.000.000,-;
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— Pendapatan sanksi administrasi retribusi ijin trayek sebesar
Rp28.000.000,-;
— Pendapatan Sanksi Administratif atas Denda Pelanggaran Parkir
sebesar Rp306.000.000,-;
— Pendapatan Sewa Lapangan Softball Dharmawangsa sebesar
Rp71.592.000,-;
— Pendapatan Sewa Lapangan Hockey Dharmawangsa sebesar
Rp76.200.000,-;
— Pendapatan Sewa Lapangan Tenis Dharmawangsa sebesar
Rp9.600.000,-;
— Pendapatan Sewa Lapangan Thor sebesar Rp262.080.000,-.
e. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak mengalami
perubahan yaitu sebesar Rp291.611.784.343,- yaitu dari :
— Pendapatan BLUD RSUD Dr. Mohammad Soewandhie sebesar
Rpl178.931.275.278,-,
— Pendapatan BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar
Rp112.680.509.065,
f. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak mengalami perubahan
yaitu sebesar Rp103.260.777.100,-

B. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan mengalami pengurangan sebesar
Rp242.004.038.918,- atau -10,68% yang semula Rp2.266.326.381.130,-
menjadi Rp2.024.322.342.212,- bersumber dari:
1. Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Pajak mengalami pengurangan sebesar
Rp68.809.820.175,- atau -14,69% yang semula Rp468.260.760.130,-
menjadi Rp399.450.939.955,- yaitu dari :
a) Pendapatan dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
mengalami pengurangan sebesar Rp691.155.269,- atau -6,86% yang
semula Rp10.079.317.000,- menjadi Rp9.388.161.731,-;
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b) Pendapatan dari Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal
21 mengalami pengurangan sebesar Rp69.929.233.733,- atau -
15,95% yang semula Rp438.447.892.188,- menjadi
Rp368.518.658.455,-;

c) Pendapatan dari bagi hasil cukai hasil tembakau mengalami
peningkatan sebesar Rp1.810.568.827,- atau 9,18% yang semula
Rp19.733.550.942,- menjadi Rp21.544.119.769,-;

2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penambahan sebesar

Rp10.021.479.648,- atau 32,30% yang semula Rp31.030.795.000,-

menjadi Rp41.052.274.648,- yaitu dari :

a) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan mengalami peningkatan
sebesar Rp118.319.707,- atau 48,91% dari Rp241.896.000,- menjadi
Rp360.215.707,-;

b) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan mengalami peningkatan
sebesar Rpl1.089.876.192,- atau 216,77% dari Rp502.790.000,-
menjadi Rp1.592.666.192,-;

c) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi mengalami peningkatan
sebesar Rp6.872.064.442,- atau 25,91% dari Rp26.517.933.000,-
menjadi Rp33.389.997.442,-;

d) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi mengalami peningkatan
sebesar Rpl1.133.749.996,- atau 33,32% dari Rp3.402.181.000,-
menjadi Rp4.535.930.996,-;

e) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi mengalami peningkatan
sebesar Rp11.843.524,- atau 36,57% dari Rp32.390.000,- menjadi
Rp44.233.524,-;

f) Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan batubara mengalami
peningkatan sebesar Rp795.625.787,- atau 238,49% dari
Rp333.605.000,- menjadi Rp1.129.230.787,-.
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3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pengurangan sebesar
Rp120.974.272.000,- atau -9,09% yang semula Rp1.330.442.744.000,-
menjadi Rp1.209.468.472.000,-.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan sebesar
Rp62.241.426.391,- atau -14,26% yang semula Rp436.592.082.000,-
menjadi Rp374.350.655.609,-.

Dana Perimbangan tersebut berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
tanggal 24 Juni 2020

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2020,
tanggal 16 Maret 2020

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan
Alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil Tahun Anggaran 2019
dalam rangka penanganan pandemi COVID -19, tanggal 16 April 2020

4. Keputusan Menteri Keuangan No0.12/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara
Pengelolaan Dana Cadangan TA. 2020, tanggal 17 Juni 2020

5. Keputusan Menteri Keuangan No0.14/KM.07/2020 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang Il Tahun Anggaran 2020,
tanggal 26 Juni 2020

6. Keputusan Menteri Keuangan No0.15/KM.07/2020 tentang Tata Cara

Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional

l-10
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Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang Il Tahun Anggaran 2020,
tanggal 3 Juli 2020
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pengurangan
sebesar Rp208.578.126.778 atau -16,93% yang semula
Rp1.232.133.349.605,- menjadi Rp1.023.555.222.827,- yaitu dari:
1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah yaitu dari Hibah Dana BOS mengalami peningkatan

berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Reguler Tahap |

Gelombang | Tahun 2020, tanggal 10 Februari 2020 yaitu sebesar

Rp23.433.800.000,- atau 12,76% yang semula Rp183.711.200.000,-

menjadi Rp207.145.000.000,- ;

2. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

mengalami pengurangan berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim

Nomor 188/256/KPTS/013/2020 tentng Perubahan atas Keputusan

Gubernur Jatim No0.188/45/KPTS/2020 tentang penetapan alokasi

sementara Dana Bagi Hasil untuk Kab/Kota se Jawa Timur Tahun

Anggaran 2020, tanggal penetapan 22 Mei 2020 serta Surat Walikota

Surabaya nomor 900/8022/436.8.2/2020 tanggal 7 September 2020

tentang Permohonan Peninjauan Kembali Alokasi Dana Bagi Hasil

Provinsi untuk Kota Surabaya TA 2020 sebesar Rp244.728.900.778,-

atau -25,75% yang semula Rp950.443.102.605,- menjadi

Rp705.714.201.827 yaitu dari :

— Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan
sebesar Rp81.772.593.345 atau -23.83% vyang semula
Rp343.163.241.359,- menjadi Rp261.390.648.014,-

— Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor mengalami
penurunan sebesar Rp148.176.879.090,- atau -48,23% yang semula
Rp307.239.120.225,- menjadi Rp159.062.241.135,-
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— Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami
penurunan sebesar Rp36.799.004.819,-atau -16,70% yang semula
Rp220.350.696.760,- menjadi Rp183.551.691.941,-

— Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan mengalami peningkatan sebesar
Rp116.002.169,- atau 10,68%% yang semula Rp1.085.857.997,-
menjadi Rp1.201.860.166,-

— Bagi hasil dari Pajak Rokok mengalami kenaikan sebesar
Rp21.903.574.307,- atau 27,87% yang semula Rp78.604.186.264,-
menjadi Rp100.507.760.571,-

3. Dana Bantuan Keuangan kepada Propinsi

Bantuan Keuangan kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya mengalami pengurangan berdasarkan Bantuan Keuangan
kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami
pengurangan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 903/8215.36/101.1/2019 tentang Pagu Anggaran Definitif
Bantuan Keuangan Khusus kepada Kab/Kota pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020,
tanggal 31 Desember 2019 dan Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur Nomor188/2746/101.5/2020 perihal penyampaian pedoman teknis
dan Keputusan Gubernur tentang Penerima Honorarium Kinerja Guru
Non PNS Pendidikan Dasar dan Kuota Penerima Honorarium Kepala /
Guru TK/ PAUD Non PNS Tahun 2020 sebesar Rp-387.029.000 atau -
9,63% yang semula Rp4.020.429.000,- menjadi Rp3.633.400.000,-

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain  Pendapatan Daerah yang Sah mengalami
pengurangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020, tanggal 24 Juni 2020 sebesar
Rp208.578.126.778,- atau -16.93% yang semula Rp1.232.133.349.605,-
menjadi Rp1.023.555.222.827, yang berasal dari
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— Pendapatan Hibah dana BOS mengalami kenaikan sebesar
Rp.23.433.800.000,- atau 12,76% dari semula Rp.183.711.200.000,-
menjadi Rp.207.145.000.000,-

— Pengurangan Dana bagi hasil pajak Provinsi sebesar
Rp.244.728.900.778,- atau 25,75%, dari semula
Rp.950.443.102.605,- menjadi Rp.705.714.201.827,-

— Penambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp13.104.003.000,- atau 13.95% yang semula Rp93.958.618.000,-
menjadi Rp107.062.621.000,-.

Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan dari
Rp10.322.225.556.013,- menjadi Rp8.882.077.860.754,- atau berkurang
sebesar Rp1.440.147.695.259,- atau -13,95%, yang meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan dari
Rp2.648.727.476.619,- menjadi Rp2.491.162.870.199,- atau berkurang
sebesar Rp157.564.606.420,- atau -5.95% yaitu dari :

a. Belanja Pegawai mengalami perubahan sebesar Rp121.776.565.070,-
atau -542% yang semula Rp2.245.785.024.378,- menjadi
Rp2.124.008.459.308,-

b. Belanja Hibah mengalami perubahan sebesar Rp35.788.041.350,- atau
-9,45% yang semula Rp378.514.602.241,- menjadi Rp342.726.560.891,-

c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa yaitu dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp750.000.000,-

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa tidak mengalami perubahan vyaitu sebesar
Rp8.677.850.000,-

e. Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar
Rp15.000.000.000,-
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2. Belanja Langsung mengalami perubahan dari Rp7.673.498.079.394,-
menjadi Rp6.390.914.990.555,- atau berkurang sebesar
Rp1.282.583.088.839,- atau -16,71%, yaitu dari:

a. Belanja Pegawai mengalami perubahan sebesar Rp63.826.142.209,-
atau -13,58% yang semula Rp470.104.960.728,- menjadi
Rp406.278.818.519,-;

b. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar
Rp5.197.212.430,- atau 0,13% yang semula Rp4.121.863.608.160,-
menjadi Rp4.127.060.820.590,-;

c. Belanja Modal mengalami perubahan sebesar Rp1.223.954.159.060,-
atau -39,72% yang semula Rp3.081.529.510.506,- menjadi
Rpl1.857.575.351.446,-.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020
adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota
Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya atas perubahan kebijakan
pembangunan Tahun 2020. Perubahan kebijakan pembangunan tersebut
meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020,
Perubahan APBD 2020, perubahan terhadap kebijakan pendapatan,
belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam

penyusunannya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2020 meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
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Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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19.Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 462);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 139);

22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 611);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581);
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26.Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka
Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 250);

27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Trassnsfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 5 Seri D);

30.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E);

31.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 11).

32.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);

33.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan

Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
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34.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2019 Nomor 8).

35.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 10);

36.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 32).

37.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2019
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya
Tahun 2020 Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.
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BAB I
PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Perekonomian tahun 2019 secara umum masih dihadapkan
dengan berbagai tekanan. Kondisi global yang kurang kondusif itu
mendorong perlambatan ekonomi dunia. Berdasarkan data International
Monetary Fund (IMF), perlambatan ekonomi terjadi merata, baik
perekonomian di negara maju dan negara berkembang. Perekonomian
negara maju tahun 2019 tumbuh sebesar 1,7 persen melambat
dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,2 persen. Sementara perlambatan
ekonomi dinegara berkembang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 3,7
persen, yang mulanya tumbuh 4,5 persen dibanding 2018. Tekanan
perlambatan ekonomi yang merata tersebut mendorong capaian
pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 sebesar 2,9 persen, yang
melambat dibanding tahun 2018 sebesar 3,6 persen.

Dengan menganut perekonomian semi terbuka, tekanan ekonomi
dunia yang terjadi sepanjang tahun 2019 tentunya juga berpengaruh
terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi nasional yang
tercatat sebesar 5,02 persen di tahun 2019 patut diaperesiasi ditengah
tekanan perlambatan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang
melamban tersebut berdampak terhadap melemahnya kinerja ekonomi
nasional, khususnya dari sisi ekspor. Penurunan kinerja ekspor nasional
cukup dalam terjadi di semester awal tahun 2019 sebagai dampak
penerapan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa mitra dagang, salah
satunya yakni Tiongkok yang menerapkan kebijakan tarif impor. Penetapan
tarif tersebut membuat produk Indonesia sulit memasuki pasar tujuan
ekspor. Selanjutnya kebijakan tersebut juga meluas dan diterapkan oleh

negara-negara lain yang akhirnya membuat perekonomian terganggu.
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Meskipun demikian, ditengah kinerja ekspor yang menurun,
permintaan domestik yang masih cukup tinggi tetap menjadi menopang
perekonomian nasional hingga dapat bertahan tumbuh pada angka 5
persen di tahun 2019. Permintaan yang kuat antara lain didorong konsumsi
tinggi. Tingkat konsumsi nasional pada tahun 2019 tumbuh 5,16 persen,
yang meningkat dibandingkan tahun 2018, yakni sebesar 5,14 persen.
Konsumsi yang meningkat didorong oleh daya beli yang tetap terjaga
sejalan dengan inflasi yang terkendali. Konsumsi yang kuat mendorong
beberapa kinerja lapangan usaha terakselerasi di tahun 2019.

Perkembangan yang semakin baik mendorong optimisme prospek
perbaikan ekonomi di tahun 2020. Perbaikan tersebut ditandai oleh
meredanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sejak triwulan
ketiga tahun 2019. Optimisme perbaikan itu mendorong peningkatan
produksi ekonomi sektor riil. Namun perbaikan ekonomi gobal tersebut
hanya berlansung sebentar dan harus tertahan semenjak munculnya virus
Covid19 yang menyebar di berbagai negara. Penyebaran Covid yang
sangat cepat berdampak terhadap kinerja ekonomi yang melambat. Hal itu
tercermin dari realisasi beberapa indikator ekonomi nasional di semester
pertama tahun 2020. Kinerja perekonomian ekonomi nasional pada
triwulan | 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97 persen bahkan pada triwulan 2
tercatat minus 5,32 persen, lebih rendah dibanding triwulan yang sama
tahun 2018.Tingkat kemiskinan per Maret 2020 juga mencatat kenaikan
sebesar 9,78 persen. Capaian inflasi secara kumulatif hingga Juli 2020 juga
tergolong rendah mengingat inflasi merupakan insentif bagi para pelaku
usaha. Indikator indikator tersebut mencerminkan peringatan dini
terjadinya perlambatan ekonomi yang cukup signifikan terjadi di tahun
2020.

Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian Kota
Surabaya juga mengalami tekanan sebagai dampak penyebaran Covid19.
Penyebaran Covidl9 yang meluas berpengaruh signifikan terhadap
perekonomian di Kota Surabaya. Sebagai kota perdagangan dan jasa
imbas penanganan Covid19 cukup besar terhadap arus barang dan jasa.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang
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membatasi mobilitas manusia maupun barang tentunya menimbulkan efek
yang luas. Dampak penangan Covid19 tidak hanya mengganggu mobilitas
manusia dan barang, melainkan juga akan memberikan efek lanjutan
ekonomi seperti berkurangnya tenaga kerja dan pendapatan yang
selanjutnya akan mendorong tertahannya konsumsi yang akhirnya
mendorong lesunya perekonomian. Tidak berhenti sampai disitu,
penurunan permintaan domestik akan direspon oleh tertahannya minat
investor untuk merealisasikan investasinya. Permintaan yang menurun
serta investasi yang tersebut diperkirakan juga berdampak terhadap kinerja
ekspor impor di tahun 2020.

Dari sisi sektoral, kategori lapangan usaha perdagangan besar
eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar
yang terdampak akibat kebijakan penanganan Covidl9. Terbatasnya
mobiltas barang dan jasa mendorong terganggunya supply dan demand.
selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja sektor industri sebagai imbas
menurunnya permintaan. Sementara penurunan kinerja akomodasi dan
makan minum, jasa hiburan dan wisata (wisata belanja) dipengaruhi oleh
penurunan kunjungan wisata dan aktivitas bepergian sebagai imbas
pemberlakukan social distancing dan work from home. Kebijakan social
distancing pula yang merubah kebiasaan masyarakat yang mulanya
banyak melalukan wisata kuliner dengan melakukan dine in atau makan
ditempat berubah menjadi permintaan delivery (take away). Pembatasan
aktivitas bepergian tersebut tentunya juga berimbas terhadap kinerja sektor
transportasi.

Hal yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan lapangan usaha Komunikasi dan Informasi. Kedua lapangan
usaha tersebut diperkirakan masih bertahan ditengah besarnya dampak
pandemi Covid19 terhadap perekonomian. Tingginya akan permintaan jasa
kesehatan seperti jasa perawatan, obat-obatan serta alat kesehatan
sebagai aksi penanganan Covid19 menjadi faktor utamanya. Begitu pula
dengan tingginya permintaan akan kebutuhan kuota internet selama masa
bekerja dan belajar di rumah turut meningkatkan kinerja lapangan usaha

komunikasi dan informasi. Dengan mempertimbangkan pemantauan
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kondisi terkini tersebut maka perkiraan perekonomian Kota Surabaya pada

tahun 2020 diperkirakan tumbuh namun mengalami perlambatan.

Dari sisi perkembangan harga, tingkat inflasi Kota Surabaya sampai
dengan 2020 Tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,0 + 1 persen.
Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, capaian inflasi
Kota Surabaya secara kumulatif hingga bulan Juli 2020 sebesar 0,75
persen. Capaian tersebut tergolong rendah mengingat periode waktu sudah
memasuki pertengahan tahun dengan capaiannya kurang dari 1 persen.
Bahkan capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan kumulatif hingga
Juli di tahun 2018 sebesar 1,31 persen. Berdasarkan sub kelompoknya,
inflasi Kota Surabaya secara kumulatif hingga Juli 2020 dikontribusi oleh
sub rokok dan tembakau, sub jasa rawat jalan, jasa kesehatan laiinya,
pembelian kendaraan, perawatan bribadi lainnya.

Berdasarkan perkembangan perekonomian Kota Surabaya tersebut,
maka asumsi dasar perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran
2020 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2020
diperkirakan sekitar 1,71 persen sampai 3,53 persen;

b. Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2020
diperkirakan sekitar 3,0 £ 1 persen;

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2020
diperkirakan sekitar Rp417.956.382,08 juta;

d. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020
diperkirakan sekitar Rp8.089.262.807.114,- dari asumsi awal sekitar
Rp9.083.086.853.714,-;

e. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2020 diperkirakan
sekitar ~ Rp8.882.077.860.754,- dari asumsi awal  sekitar
Rp10.322.225.556.013,-;

f. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp792.815.053.640,-
dari asumsi awal sekitar Rp1.239.138.702.299,-, yang akan ditutup dari
SILPA Tahun 2019.
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2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat melalui besaran
dari nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan
selama satu tahun, yang tercermin dari nilai PDRB baik berdasarkan
perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB yang dihasilkan Kota Surabaya pada tahun 2017-2019 terus
mengalami peningkatan, baik yang dinilai ADHB maupun ADHK. Pada
tahun 2017 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp493.026,30 miliar.
Pada tahun 2018 nilai tambah yang dihasilkan PDRB ADHB Kota
Surabaya tersebut meningkat lagi menjadi Rp538.954,45 miliar dan
meingkat kembali menjadi sebesar Rp580.756,01 miliar di tahun 2019. Hal
serupa juga terjadi pada perhitungan PDRB ADHK, dimana setiap
tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam tabel
2.1 berikut.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha ADHK dan ADHB
Tahun 2017-2019

Miliar Rp
PDRB ADHK PDRB ADHB
2017 364.714,82 | 493.026,30
2018 387.340,04 538.954,45
2019* 410.969,89 | 580.756,01

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappeko diolah, 2020
*)Angka Sementara

Jika dilihat dari komponen perkategori lapangan usaha, PDRB
ADHB Kota Surabaya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang
bervariasi disetiap sektor lapangan usaha pembentuk PDRB. Kategori
Perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2019 memberikan nilai tambah
tertinggi terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar Rp161.141.233,33 juta
atau sebesar 27,75 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.
Kategori lapangan usaha tersebut juga meningkat dibanding tahun 2018
sebesar Rp149.167.327,31 juta. Mengingat tingginya peran kategori
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lapangan usaha ini, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif bagi kegiatan usaha kategori ini, yang diwujudkan
melalui daya dukung infrastruktur yang memadai. Disamping itu, effect
multiplier yang dihasilkan dari kategori lapangan usaha penopang
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tersebut cukup besar karena dapat
mendorong kinerja lapangan usaha lainnya seperti Industri Pengolahan,
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan
Pergudangan.

Kontribusi tertinggi selanjutnya diperankan oleh lapangan usaha
industri pengolahan dengan nilai PDRB sebesar Rp109.245.937,20 juta,
diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum
yang memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp95.537.038,24 juta.
Kategori lapangan usaha yang mulai menunjukkan peningkatan tinggi
saat ini yakni Informasi dan Komunikasi. Hal itu ditunjukkan dari nilai
pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang cukup tinggi yakni diatas 7
persen. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan Kota Surabaya

saat ini yang tumbuh menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2018 dan 2019 (Juta Rp.

Kategori Uraian
A Pertanian, Kehutanan, dan 913.363,56 928.398,16
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 32.568,38 33.531,33
C Industri Pengolahan 101.196.564,52 | 109.245.937,20
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.311.134,20 2.362.300,29
E Pengadaan Air, Pengelolaan 771.856,00 791.147,83
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F Konstruksi 52.920.129,31 54.649.310,30
G Perdagangan Besar dan Eceran; | 149.167.327,31 | 161.141.233,33
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
H Transportasi dan Pergudangan 28.811.194,17 31.240.415,60
I Penyediaan Akomodasi dan 87.056.324,46 95.537.038,24
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 28.390.748,22 30.770.585,80
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Kategori

Uraian

K Jasa Keuangan dan Asuransi 28.140.646,05 29.413.339,89
L Real Estate 13.775.255,11 14.947.568,30
M,N Jasa Perusahaan 13.571.273,11 14.930.184,77
O Administrasi Pemerintahan, 7.345.115,74 8.154.990,77
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waijib
P Jasa Pendidikan 12.897.475,91 14.007.607,77
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 4.053.612,67 4.443.228,45
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 7.599.869,06 8.159.192,66
PDRB 538.954.457,78 | 580.756.010,68
Sumber : BPS Kota Surabaya, diolah 2020
Keterangan :*) Angka Sementara
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 tahun terakhir, perekonomian Kota Surabaya tumbuh
stabil dikisaran 6 persen. Pada akhir periode 2019 pertumbuhan ekonomi
Kota Surabaya sebesar 6,10 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019
melamban dibandingkan tahun 2018, atau turun sebesar 0,10 persen. Dari
sisi eksternal, perkembangan capaian pertumbuhan tahun 2019 tidak
terlepas ari pengaruh adanya penerapan kebijakan pemberlakuan tarif
impor yang berdampak terhadap melemahnya arus perdagangan Kota
Surabaya.

Dari sisi domestik, pada sisi lapangan usaha, perlambatan
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dijelaskan oleh penurunan
pertumbuhan pada beberapa pada lapangan usaha, yakni Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Kontruksi,
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan
Asuransi, Jasa Perusahaan Serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
Jika dicermati, lapangan usaha yang mengalami perlambatan tersebut
sebagian besar lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap
perekomian Kota Surabaya. Perlambatan kategori lapangan usaha
tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi swasta maupun permintaan
dari luar negeri. Seperti yang diketahui, peran konsumsi terhadap
perekonomian Kota Surabaya lebih dari 50 persen terhadap total ekonomi

sehingga ketika peran konsumsi swasta kurang maksimal maka tentunya
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daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin berkurang.
Diikuti pula penurunan konsumsi oleh lembaga non profit dan pengeluaran
konsumsi pemerintah. Permintaan luar negeri yang tercermin dari neraca
perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2019 juga mengalami kontraksi
baik dari sisi kinerja ekspor maupun kinerja impor. Sementara itu, kinerja
lapangan usaha Industri Pengolahan, Transportasi dan Komunikasi, Real
Estate, Jasa Pendidikan dan lapangan usaha lainnya pada tahun 2019
mengalami pertumbuhan yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi
hampir diseluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran.
Konsumsi swasta pada tahun 2019 hanya tumbuh sedikit lebih besar 0,01
persen dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan yang rendah pada
konsumsi swasta didorong dua sub kelompok konsumsi swasta
mengalami peningkatan, sementara lima sub kelompok pembentuk
konsumsi swasta lainnya mengalami perlambatan. Sub kelompok
konsumsi swasta yang mengalami peningkatan terjadi pada konsumsi
pakaian dan alas kaki serta konsumsi hotel restoran. Sementara 5 (lima)
sub kelompok konsumsi swasta mengalami perlambatan antara lain terjadi
di sub konsumsi makanan minuman dan rokok, sub konsumsi perumahan
perkakas perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, sub
konsumsi  kesehatan dan pendidikan, sub konsumsi transportasi
komunikasi rekreasi dan budaya, serta sub konsumsi lainnya. Sementara
kelompok lain pada PDRB sisi pengeluaran juga rumah tangga terpantau
melambat, yaitu kelompok pengeluaran konsumsi lembaga non profit,
belanja pemerintah maupun pementukan modal tetap bruto. Adanya
perlambatan yang terjadi disebagian besar pembentuk PDRB dari sisi
pengeluaran tersebutlah yang mendorong terjadinya pertumbuhan yang
lebih lamban terjadi di tahun 2019.
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Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2015-2019

7,00 5,97 6,00 6,10 6,20 6,10
6,00 — —=— —— —— =0
= 5,00
b
£ 4,00
2
< 3,00
2
S 2,00
o)
€ 1,00
2
E’ 0,00
2015 2016 2017 2018 2019*
Tahun

Sumber :BPS Kota Surabaya, 2019
*) Angka Sementara
2.1.3. Laju Inflasi
Selama 5 tahun tersebut capaian inflasi Kota Surabaya cukup
stabil rendah. meskipun pada tahun 2017 capaian inflasi Kota Surabaya
sempat meningkat namun 2 tahun terakhir berangsur menurun sejalan
dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Selama tahun 2019 Inflasi yang
terkendali selama tahun 2019 juga dipengaruhi oleh tidak adanya
gejolakekonomi yang signifikan mempengaruhi inflasi di tahun 2019.
Disamping itu, inflasi yang umumnya berpengaruh besar yakni inflasi
kelompok administered price di tahun 2019 cukup terkendali.
Berdasarkan komoditasnya, pada tahun 2019 inflasi Kota Surabaya
mayoritas dikontribusi oleh komoditi-komoditi, antara lain emas perhiasan,
sekolah dasar, sepeda motor, akademi/perguruan tinggi, bawang merah,
kontrak rumah, tarif kereta api, rokok kretek filter, mobil dan bawang putih.
Sementara komoditi yang menahan laju inflasi selama tahun 2019 antara
lain, beras, bensin, daging ayam ras, wortel, angkutan udara, televise

berwarna, besi beton, telepon selular, minyak goreng dan tarif listrik.
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Gambar 2.1
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2015-2019
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Sumber : BPS Kota Surabaya, 2020

2.1.4. Perkembangan Investasi
investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, yaitu sebagai faktor pengungkit dalam mendorong
perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi
secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan
meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh
karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan
menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, sehingga dalam upaya
menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kota Surabaya senantiasa
terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar

dapat menggairahkan investasi.

Kinerja investasi cukup berperan penting dalam perekonomian suatu
wilayah, karena adanya aktivitas penambahan modal yang ditanamkan
akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan
tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga
kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat .Oleh
karena itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, maka
pemerintah daerah perlu melakukan strategi investasi yang diarahkan pada

sektor-sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi.
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Pada tahun 2019 kinerja investasi Kota Surabaya secara total
sebesar Rp62.390.017.021.951. Peningkatan realisasi nilai investasi pada
tahun 2019 di kota Surabaya merupakan dampak dari penerapan Peraturan
Pemerintah RI No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik yang menggunakan sistem aplikasi OSS
(One Single Submission) untuk mendukung kemudahan berusaha
diseluruh Indonesia yag telah dicanangkan Presiden RI dalam Peraturan
Presiden Rl No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Mempertimbangkan capaian investasi Kota Surabaya tahun-tahun
sebelumnya, maka pada tahun 2020 investasi Kota Surabaya diperkirakan
sebesar Rp63.000.000.601.550 Untuk selengkapnya terkait realisasi
investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel berikut.

Gambar 2.2
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
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63.000.000.601.550

Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020
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Tabel 2.4
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya
Tahun 2019 dan Perkiraan 2020
2019 62.390.017.021.951
2020** 63.000.000.601.550
Sumber data: **) Angka Proyeksi, 2020

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya, selain

kebijakan yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2020 adalah:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi COVID -19;

2. Pengembangan efisiensi dan transparan;

Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah

dengan prinsip profesionalitas;

4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi

Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta

memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada

masyarakat;

5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan

daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi

Daerah;

6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber

penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan semula sebesar
Rp9.083.086.853.714,- menjadi Rp8.089.262.807.114,- mengalami penurunan

sebesar Rp993.824.046.600,- atau -10,94% yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan

dari

Rp5.584.627.122.979,- menjadi Rp5.041.385.242.075,- mengalami

penurunan sebesar Rp543.241.880.904,- atau -9,73%;
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B. Dana Perimbangan mengalami perubahan dari Rp2.266.326.381.130,-

menjadi

Rp2.024.322.342.212,-

Rp242.004.038.918,- atau -10,68%;
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan dari

Rp1.232.133.349.605,-

menjadi

mengalami

Rp1.023.555.222.827,-

penurunan

penurunan sebesar Rp208.578.126.778,- atau -16,93%.

sebesar

mengalami

Adapun perubahan pendapatan daerah tahun 2020 dapat dilihat
pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah

Kota Surabaya Tahun 2020

APDB 2020

Perubahan

Bertambah/Berkuran

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah 4.313.465.165.227 3.770.223.284.323 -543.241.880.904 -12,59%
Retribusi Daerah 370.797.682.018 370.797.682.018 0 0,00%
Hasil Pengelolaan 167.501.717.512 167.501.717.512 0 0,00%
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah 732.862.558.222 732.862.558.222 0 0,00%
Jumlah Pendapatan 5.584.627.122.979 5.041.385.242.075 -543.241.880.904 -9,73%
Asli Daerah

Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil 499.291.555.130 440.503.214.603 -58.788.340.527 -11,77%
Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

Dana Alokasi Umum 1.330.442.744.000 1.209.468.472.000 -120.974.272.000 -9,09%
Dana Alokasi Khusus 436.592.082.000 374.350.655.609 -62.241.426.391 -14,26%
Jumlah Dana 2.266.326.381.130 2.024.322.342.212 -242.004.038.918 -10.68%
Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Hibah 183.711.200.000 207.145.000.000 23.433.800.000 12,76%
Dana Bagi Hasil Pajak 950.443.102.605 705.714.201.827 -244.728.900.778 -25,75%
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan 4.020.429.000 3.633.400.000 -387.029.000 -9,63%
dan Propinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Lain-lain Pendapatan 93.958.618.000 107.062.621.000 13.104.003.000 13,95%
Daerah yang Sah
Jumlah Lain-lain 1.232.133.349.605 1.023.555.222.827 -208.578.126.778 -16,93%
Pendapatan Daerah
yang Sah

Jumlah Pendapatan 9.083.086.853.714 8.089.262.807.114 -993.824.046.600 -10,94%

Daerah

Sumber : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil 2020, diolah
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2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu “Surabaya
Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis
Ekologi”, Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2020 disesuaikan
dengan tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020 yaitu “Percepatan
Peningkatan Daya saing Melalui Sumber Daya manusia yang Berkualitas
dan Infrastruktur Ekologis berkelanjutan” diarahkan untuk :
1. Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi COVID -19;

2. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;

3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu

pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, sesuai dengan prioritas

yang sudah ditetapkan;

4. Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja

langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;

5. Transparansi pengelolaan Belanja Daerah dengan didukung sistem

informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan;

6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus

(Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok,

Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD)

untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku;

7. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian

tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil guru maupun non guru;

Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;

Peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan biaya operasional

kepada SD/MI dan SMP/MTs Negeri/Swasta, serta tambahan perbaikan

penghasilan bagi guru di Sekolah Negeri/Swasta;

10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual,

mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat.
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Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan dari
Rp10.322.225.556.013,- menjadi Rp8.882.077.860.754,- berkurang sebesar
Rp1.440.147.695.259,- atau 13,95%, yang meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung mengalami perubahan dari Rp2.648.727.476.619,-
menjadi Rp2.491.162.870.199,- berkurang sebesar Rp157.564.606.420,- atau
5,95%, yang meliputi:

a. Belanja pegawai mengalami perubahan dari Rp2.245.785.024.378,-
menjadi Rp2.124.008.459.308,- mengalami penurunan sebesar
Rp121.776.565.070,- atau -5,42%;

b. Belanja hibah mengalami perubahan dari Rp378.514.602.241,- menjadi
Rp342.726.560.891,- mengalami penurunan sebesar Rp35.788.041.350,-
atau -9,45%;

c. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota sebesar Rp750.000.000,-;

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota sebesar
Rp8.677.850.000,-;

e. Belanja tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000,-.

2. Belanja Langsung mengalami perubahan dari Rp7.673.498.079.394,- menjadi
Rp6.390.914.990.555,- berkurang sebesar Rpl1.282.583.088.839,- atau
16,71% yang meliputi:

a. Belanja Pegawai mengalami perubahan dari Rp470.104.960.728,-
menjadi Rp406.278.818.519,- atau berkurang sebesar
Rp63.826.142.209,- atau -13,58%;

b. Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan dari
Rp4.121.863.608.160,- menjadi Rp4.127.060.820.590,- atau bertambah
sebesar Rp5.197.212.430,- atau -0,13%;

c. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp3.081.529.510.506,- menjadi
Rp 1.857.575.351.446 ,- berkurang sebesar Rp1.223.954.159.060,- atau
-39,72%.
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Adapun perubahan Belanja Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada

tabel 2.6
Tabel 2.6
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kota Surabaya Tahun 2020
APBD 2020 Bertambah/Berkurang
URAIAN -
Murni Perubahan Rp %
Belanja Tidak Langsung 2.648.727.476.619 2.491.162.870.199 (157.564.606.420) (5,95)
Belanja Pegawai 2.245.785.024.378 | 2.124.008.459.308 (121.776.565.070) (5,42)
Belanja Bunga - - - -
Belanja Subsidi - - - -
Belanja Hibah 378.514.602.241 342.726.560.891 (35.788.041.350) (9,45)
Belanja Bantuan Sosial - - - -
Be'amgrg’gf&:b"’;;“(')gepada 750.000.000 750.000.000 . 0,00
Belanja Bantuan Keuangan 8.677.850.000 8.677.850.000 - 0,00
Belanja Tidak Terduga 15.000.000.000 15.000.000.000 - 0,00
Belanja Langsung 7.673.498.079.394 | 6.390.914.990.555 | (1.282.583.088.839) | (16,71)
Belanja Pegawai 470.104.960.728 406.278.818.519 (63.826.142.209) (13,58)
Belanja Barang dan Jasa 4.121.863.608.160 4.127.060.820.590 5.197.212.430 0,13
Belanja Modal 3.081.529.510.506 | 1.857.575.351.446 | (1.223.954.159.060) | (39,72)
Total Jumlah Belanja 10.322.225.556.013 | 8.882.077.860.754 | (1.440.147.695.259) (13,95)

Sumber data: Tim anggaran, Tahun 2020, diolah

Selanjutnya perubahan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja
langsung tersebut dilaksanakan melalui urusan dan program-program dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam
Nomor

Negeri 21 Tahun 2011 tersebut dilaksanakan dalam program

pembangunan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan
1.1.Urusan Wajib
1.1.1. Pelayanan Dasar
1.1.1.1. Pendidikan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan dilaksanakan melalui Program
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga
Pendidikan, Program Pengembangan Sekolah Dasar, Program Pengembangan
dan Perbaikan Prasarana

Sekolah Menengah, Program Peningkatan
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Pendidikan, Program Peningkatan Manajemen Sekolah, Program Peningkatan
Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan, diuraikan sebagai berikut:
1). Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan
Kesenian Olahraga Pendidikan.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat
dan Kesenian Olahraga Pendidikan adalah:

1). Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A, dengan target

86,25% ;

2). Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B, dengan target
89,27% ;

3). Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C, dengan target
91,24% ;

4). Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan,
dengan target 72,25% ;

5). Persentase ketuntasan pendidikan PAUD, dengan target 78,50% ;

6). Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba
tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional, dengan target
0,03% ;

7). Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat
kota/provinsi/nasional/internasional, dengan target 0,96% ;

8). Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba
tingkat kota/provinsi/nasional/internasional, dengan target 2,21% ;

9). Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target 45,71% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu sebanyak 13.000

orang;
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2. Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga
sebanyak 2 kali;
Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan sebanyak 31 lembaga;
Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM sebanyak 209
lembaga;

5. Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS sebanyak 5
kali;

6. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 1.368 lembaga,;
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD sebanyak 12.010 orang;

8. Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah sebanyak 14
kali;

9. Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat sebanyak 2
kali;

10. Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai
dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebanyak 2 lembaga;

11. Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi
khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan sebanyak 4 lembaga,;

12. Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana
alokasi khusus (DAK) Fisik sebanyak 2 lembaga;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pendidikan.

Program Pengembangan Sekolah Dasar.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Program Pengembangan Sekolah Dasar adalah:

1). Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI,
dengan target 100%;

2). Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai
standar, dengan target 92,01%;

3). Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat

kota/provinsi/nasional/internasional, dengan target 0,08%;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri sebanyak 302
lembaga;

Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar sebanyak 45.724 orang;

3. Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar
Sederajat sebanyak 302 lembaga;

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan
Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas sebanyak 55
lembaga;

5. Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar
sebanyak 217 lembaga,;

6. Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar
sebanyak 658 lembaga,;

7. Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar sebanyak 285 lembaga;

8. Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar sebanyak 1
kali;

9. Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar
yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan
sebanyak 17 lembaga,;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pendidikan.

3). Program Pengembangan Sekolah Menengah.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Program Pengembangan Sekolah Menengah adalah:

1). Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS,
dengan target 100% ;
2). Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai

standar, dengan target 95,73% ;
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3). Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat

provinsi/nasional/internasional, dengan target 0,14% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri sebanyak 63
lembaga;

2. Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah sebanyak
40.993 orang;

3. Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah
Menengah Sederajat sebanyak 63 lembaga;

4. Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah
Terbuka sebanyak 37 lembaga;

5. Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah
sebanyak 294 lembaga,;

6. Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
sebanyak 245 lembaga,;
Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah sebanyak 63 lembaga;

8. Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah sebanyak
1 Kkali;

9. Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi
khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan sebanyak 6 lembaga;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pendidikan.

4). Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang
memenuhi standar.

Indikator Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan
adalah:

1). Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik, dengan target
88,94%;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan sebanyak 100
bangunan;
Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan sebanyak 160 bangunan;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
sebanyak 27 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

5). Program Peningkatan Manajemen Sekolah.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Program Peningkatan Manajemen Sekolah adalah:

1). Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi, dengan
target 81,86% ;

2). Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi,
dengan target 87,38% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru sebanyak 2 kali;
2. Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah sebanyak 942 lembaga;
3. Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
sebanyak 365 lembaga,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pendidikan.

6). Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan.
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
adalah:

1) Persentase guru PAUD yang kompeten, dengan target 100% ;

2) Persentase guru SD yang kompeten, dengan target 100% ;

3) Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik
yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu
pendidikan atau AKTA 4, dengan target 100% ;

4) Persentase guru SMP yang kompeten, dengan target 100% ;

5) Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik
dengan mata pelajaran yang diajar, dengan target 100% ;

6) Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas,
dengan target 85% ;

7) Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas,
dengan target 90% ;

8) Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten,
dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK) sebanyak 1
kali;

2. Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan sebanyak
2.031 orang;

3. Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan
(APBD / BKK) sebanyak 957 lembaga,;

4. Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga
Kependidikan sebanyak 2 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pendidikan.

1.1.1.2. Kesehatan
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Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan dilaksanakan melalui Program
Jaminan  Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD
dr. Mohamad Soewandhie, Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak,
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Pengembangan
Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat, Program Pengembangan SDM dan
Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada, Program Pengembangan
SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, Program
Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan, Program
Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji, Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada, Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada,
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Sumber Daya Kesehatan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan, diuraikan sebagai berikut:

1). Program Jaminan Kesehatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Jaminan Kesehatan adalah:
1) Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan, dengan target 100%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebanyak 413.639 orang;
2. Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iluran Jaminan
Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

sebanyak 200.160 orang;

II-23



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

2). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah:

1). Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas
Kesehatan, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
1. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 93 jenis;
2. Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan) sebanyak 16 jenis;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

3). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma
Husada.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti
Dharma Husada adalah:

1). Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhalkti
Dharma Husada, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 2 jenis;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: RSUD Bhakti Dharma Husada.

4). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad
Soewandhie.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr.
Mohamad Soewandhie adalah:

1). Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr.
Mohammad Soewandhie, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan sebanyak 2 jenis;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: RSUD Dr. Mohamad Soewandie.

5). Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah:

1). Cakupan kunjungan ibu hamil K4, dengan target 99% ;

2). Cakupan kunjungan neonatal lengkap, dengan target 100% ;

3). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes),
dengan target 97,72% ;

4). Prevalensi balita gizi buruk, dengan target 0,11% ;

5). Prevalensi balita gizi kurang, dengan target 8,24% ;

6). Prevalensi balita stunting, dengan target 8,90% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 691 kunjungan;
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2. Pelayanan kesehatan keluarga sebanyak 64 Lembaga;

3. Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat sebanyak 331 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan

6). Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:
1). Cakupan imunisasi dasar lengkap, dengan target 97,79% ;
2). Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam, dengan
target 100% ;
3). Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu), dengan
target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebanyak 154
lembaga;
2. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebanyak 154
lembaga;
3. Surveilans dan Imunisasi sebanyak 63 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

7). Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.
Indikator Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat
adalah:
1) Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya, dengan target
100%;
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2) Persentase rumah sehat, dengan target 86,42%;
3) Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi, dengan target
84,88%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 64
lembaga;
2. Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat sebanyak 63 lembaga;
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan sebanyak 63 lembaga,;
4. Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga sebanyak 63 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan,

8). Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti
Dharma Husada.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan
RSUD Bhakti Dharma Husada adalah:

1). Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar, dengan target
80% ;

2). Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan
peningkatan kompetensi sesuai standar, dengan target 55% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit sebanyak 56 Kkali;
2. Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebanyak 98 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: RSUD Bhakti Dharma Husada.

II-27



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

9). Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr.
Mohamad Soewandhie.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie adalah:

1). Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki
kompetensi sesuai standar, dengan target 50% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pengembangan Manajemen Rumah Sakit sebanyak 3 jenis;
2. Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan sebanyak 86 orang;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: RSUD Dr. Mohamad Soewandie.

10). Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan.
Indikator Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan
Kesehatan adalah:
1). Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik, dengan
target 88,17% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan
Layanan Kesehatan sebanyak 10 bangunan;
2. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya (Tahun
Jamak / Multiyears) sebanyak 1 bangunan;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan

Kesehatan sebanyak 8 Dokumen;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

11). Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.
Indikator Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap
Saji adalah:
1). Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan, dengan
target 98,06% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji sebanyak
2.000 sampel;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan,

12). Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma
Husada.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti
Dharma Husada adalah:

1) Average Length of Stay (AvLOS), dengan target 4 Hari ;
2) Bed Turn Over Ratio (BTO), dengan target 45 Kali ;
3) Turn Over Interval (TOI), dengan target 3 Hari ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit sebanyak 11.751 orang;

2. Pelayanan Medik Rumah Sakit sebanyak 2.494 orang;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: RSUD Bhakti Dharma Husada.

13). Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad
Soewandhie.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr.
Mohamad Soewandhie adalah:

1). Angka Kejadian Infeksi Nosokomial, dengan target 1,10% ;
2). Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi, dengan target 1,25% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Pelayanan Gizi Rumah Sakit sebanyak 23.343 orang;

2. Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit sebanyak 180 kali;

3. Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit sebanyak 99 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: RSUD Dr. Mohamad Soewandie.

14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.
Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan adalah:
1). Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan
puskesmas pembantu, dengan target 83,70% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)

sebanyak 1 jenis;
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2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan sebanyak 1
aplikasi;
3. Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan sebanyak 63 Lembaga,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

15). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie adalah:

1). Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad
Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit, dengan target 96,25% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran sebanyak 3
jenis;

2. Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan
sebanyak 1 jenis;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: RSUD Dr. Mohamad Soewandie,

16). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD
Bhakti Dharma Husada.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD Bhakti Dharma Husada adalah:

1). Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma

Husada sesuai standar tipe rumah sakit, dengan target 90% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran sebanyak 3
jenis;

2. Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan  sarana/prasarana fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial sebanyak 1 jenis;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: RSUD Bhakti Dharma Husada.

17). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah:

1) Persentase puskesmas yang terakreditasi, dengan target 85,71% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) sebanyak 40 lembaga;

2. Pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 64 lembaga;

3. Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan sebanyak 32
lembaga;

4. Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat
sebanyak 900 lokasi;

5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional sebanyak 46
lembaga;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

18). Program Sumber Daya Kesehatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatkan derajat kesehatan.
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Indikator Program Sumber Daya Kesehatan adalah:

1). Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard, dengan
target 98,84% ;

2). Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin, dengan target 98,17%;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan sebanyak 4 dokumen,;

2. Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan sebanyak 9 kali;

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan sebanyak 36 jenis;

4. Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) sebanyak 2
item;

5. Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas
Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sebanyak 1 Jenis;

6. Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang
kesehatan) sebanyak 3 Item;

7. Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang
Kesehatan) sebanyak 3 item;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kesehatan.

1.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dilaksanakan melalui Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur,
Program Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan, Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat
Energi, Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota,
Program Pengendalian Bidang Bangunan, Program Perancangan dan
Pengawasan Jalan dan Jembatan, Program Perancangan dan Pengawasan
Pematusan, Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui Urusan
Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diuraikan

sebagai berikut:
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1) Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur
adalah:

1) Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan
rekomendasi teknis yang memenuhi syarat, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Perkotaan sebanyak 180 rekomendasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan,

2) Program Penataan Ruang.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan.

Indikator Program Penataan Ruang adalah:

1) Indeks Pelayanan Tata Ruang, dengan target 94% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Pemanfaatan Rencana Ruang Kota sebanyak 2 dokumen;

2. Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota
sebanyak 12.250 Persil;

3. Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota sebanyak 2 dokumen;
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4. Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Ultilitas
Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
sebanyak 9 Dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

3) Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.
Indikator Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan adalah:
1) Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan, dengan target 12,90% ;
2) Persentase jaringan jalan yang terbangun, dengan target 0,33% ;
3) Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki, dengan target 12,70% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
sebanyak 2 dokumen;
2. Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut sebanyak
220 unit;
3. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya sebanyak 24
lokasi;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun
Jamak/Multiyears 2019-2020) sebanyak 1 lokasi;
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
sebanyak 1.222 lokasi;
6. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK) sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 sehingga kegiatan tersebut tidak dialokasikan;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

4) Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat
Energi.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi.

Indikator Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
Hemat Energi adalah:

1) Persentase titik pemasangan PJU hemat energi, dengan target 83,39%;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi sebanyak 4.200
titik;
2. Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum sebanyak 6.674
rekening;
3. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 73.680 titik;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi

sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
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drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien.
Indikator Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase
Kota adalah:
1) Lama genangan, dengan target 22,30 menit ;
2) Luas genangan, dengan target 600 Ha ;
3) Tinggi genangan, dengan target 12,30 cm ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan sebanyak 56 unit;
2. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan sebanyak
17 lokasi;
3. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun
Jamak/Multiyears 2019-2020) sebanyak 2 lokasi;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem sebanyak
1.025 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

6) Program Pengendalian Bidang Bangunan.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan.

Indikator Program Pengendalian Bidang Bangunan adalah:

1) Persentase jumlah bangunan yang ber IMB, dengan target 58,81% ;
2) Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB, dengan
target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pendataan Penyelenggaraan Bangunan sebanyak 6.517 data;
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2. Pengawasan Bangunan sebanyak 240 lokasi;

3. Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan sebanyak 4 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

7) Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.
Indikator Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan
Jembatan adalah:
1) Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan
yang tepat waktu, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan
Kelengkapannya sebanyak 10 dokumen;
2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020) sebanyak 1 dokumen;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi
Jalan Dan Jembatan sebanyak 28 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

8) Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi

sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
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drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran

Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien.

Indikator Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan adalah:

1) Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang
tepat waktu, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program tersebut

adalah:

1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana
Pematusan sebanyak 12 dokumen;

2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan
Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)
sebanyak 2 dokumen;

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota sebanyak 35
dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

9) Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya.
Indikator Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan
Utilitas adalah:
1) Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding
permohonan utilitas yang memenuhi syarat, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas sebanyak 10

izin;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

1.1.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman
dilaksanakan melalui Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Bangunan, Program Pelayanan Perizinan Konstruksi, Program Pembangunan
dan Rehabilitasi Bangunan Gedung, Program Pengelolaan Rusunawa, Program
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman,
diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Bangunan adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

lingkup bangunan, dengan target 70% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan sebanyak 6.517 berkas;
2. Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebanyak 50 berkas;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.
2) Program Pelayanan Perizinan Konstruksi

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Perizinan Konstruksi adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup konstruksi, dengan target 90% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 700 berkas;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

3) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik.
Indikator Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung
adalah:

1) Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi
baik, dengan target 90,59% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)
sebanyak 1 bangunan;

2. Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan
Pemerintah di Daerah sebanyak 125 Bangunan;

3. Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah sebanyak 305
bangunan;

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah

di Daerah sebanyak 50 Dokumen.
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

4) Program Pengelolaan Rusunawa
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan
permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dengan
sasaran Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni.
Indikator Program Pengelolaan Rusunawa adalah:
1) Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat sebanyak
3.977 lokasi;
2. Pengelolaan Rumah Susun sebanyak 101 blok;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.
5) Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan
permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dengan
sasaran Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan
perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
Indikator Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman adalah:
1) Persentase  pembangunan/rehabilitasi  jalan  lingkungan dan
kelengkapannya, dengan target 67,65% ;
2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, dengan target
47%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
sebanyak 120 lokasi;

2. Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) sebanyak 2
Lokasi;
Pembangunan / Rehabilitasi Rumah sebanyak 10 bangunan;

4. Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebanyak 230 Lokasi;

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Permukiman sebanyak 99 dokumen;

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi
Rumah sebanyak 5 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

1.1.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui Program Kesatuan Bangsa,
Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum, Program
Penanggulangan Bencana Alam, Program Penanggulangan Bencana
Kebakaran, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam, Program
Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi, Program Penegakan Peraturan
Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah, Program Penegakan Peraturan
Daerah Bidang Sosial, Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi
Pamong Praja, Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan
Masyarakat, Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bencana Kebakaran.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Kesatuan Bangsa
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan
masyarakat.

Indikator Program Kesatuan Bangsa adalah:

1) Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung
pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan target
32%;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
sebanyak 150 orang;

2. Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik sebanyak
10 lembaga;

3. Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama sebanyak 17 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

2) Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan
masyarakat.
Indikator Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman
Umum adalah:
1) Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani, dengan
target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Kerjasama pengendalian keamanan kota sebanyak 140 kali;
2. Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian

dan Ketenteraman Kota sebanyak 15 kali;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3) Program Penanggulangan Bencana Alam

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan
tanggap.

Indikator Program Penanggulangan Bencana Alam adalah:
1) Persentase penanggulangan kejadian bencana alam < 24 jam, dengan

target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana sebanyak 8 jenis;
2. Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana sebanyak 10 Jenis;
3. Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana sebesar 100 %;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat.

4) Program Penanggulangan Bencana Kebakaran

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan
tanggap.

Indikator Program Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah:
1) Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk

Surabaya, dengan target 51 ;
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2) Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional Pemadaman Kebakaran sebanyak 756 orang;
2. Pengendalian Bahaya Kebakaran sebanyak 120 kali;
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran
Serta Masyarakat sebanyak 10 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pemadam Kebakaran.

5) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan
tanggap.
Indikator Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam
adalah:
1) Persentase kelurahan tangguh bencana, dengan target 88% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana sebanyak 232
orang;
2. Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana sebanyak
40 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat.

6) Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan ketertiban umum.

Indikator Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi
adalah:

1) Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang
ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang Ekonomi sebanyak 389 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Satuan Polisi Pamong Praja,

7) Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana
Wilayah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran

Meningkatkan ketertiban umum.

Indikator Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana

Prasarana Wilayah adalah:

1) Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum,
Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti, dengan
target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sarana Prasarana Wilayah sebanyak 164 Kali;

2. Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda sebanyak 65 Kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Satuan Polisi Pamong Praja.

8) Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan ketertiban umum.

Indikator Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial
adalah:

1) Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan
gepeng, dan RHU vyang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti,
dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1.368 kali;

2. Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja
Bidang Sosial sebanyak 1.368 Kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Satuan Polisi Pamong Praja.

9) Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan ketertiban umum.
Indikator Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong
Praja adalah:
1) Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan
fungsi, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP
sebanyak 44 kali;
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa sebanyak 58 Kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Satuan Polisi Pamong Praja.
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10) Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan
Masyarakat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran
Meningkatkan perlindungan masyarakat.
Indikator Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan
Masyarakat adalah:
1) Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan
kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi, dengan target 76,85% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelatihan kader perlindungan masyarakat sebanyak 100 orang;
2. Pembinaan Potensi Masyarakat sebanyak 44 kali;
3. Pengendalian Perlindungan Masyarakat sebanyak 793 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat.
11) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Bencana Kebakaran
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan
tanggap.
Indikator  Program  Penyediaan Sarana dan  Prasarana
Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah:
1) Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi
baik, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya
kebakaran sebanyak 250 unit;

2. Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan sebanyak 264 bangunan;

3. Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana
penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 579 unit;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pemadam Kebakaran.

1.1.1.6. Sosial
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial dilaksanakan melalui Program
Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Program Partisipasi Keagamaan,
Program Partisipasi Kepahlawanan, Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan
Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial, Program Pengendalian Layanan Sosial, Program Rehabilitasi Rumah
Tapak Tidak Layak Huni.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Penurunan Penduduk Miskin dengan sasaran Meningkatkan
kesejahteraan PMKS.
Indikator Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
adalah:
1) Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan
yang tersalurkan, dengan target 100% ;
2) Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance
gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target
32% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Fasilitasi Pemakaman sebanyak 300 Orang;
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2. Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan
Program Keluarga Harapan sebanyak 22 Kali;
3. Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis sebanyak 4.416 Kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.

2) Program Partisipasi Keagamaan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran

Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
Indikator Program Partisipasi Keagamaan adalah:

1) Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang

berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan sebanyak 83 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.

3) Program Partisipasi Kepahlawanan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat dengan sasaran Meningkatkan pemahaman nilai-nilai
kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat.
Indikator Program Partisipasi Kepahlawanan adalah:
1) Persentase lembaga/organisasi/kelompok  kepahlawanan yang
berpartisipasi dalam kegiatan kepahlawanan, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan sebanyak 40 kali;
2. Pemeliharaan TMP dan MPN sebanyak 7 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.
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4) Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Penurunan Penduduk Miskin dengan sasaran Meningkatkan
kesejahteraan PMKS.
Indikator Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi

Sosial adalah:

1) Persentase pemulangan PMKS, dengan target 20% ;

2) Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah, dengan target 66,50% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembinaan dan Pemulangan PMKS sebanyak 1.025 orang;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak sebanyak 12 Kali;

3. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia sebanyak 12
Kali;

4. Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas
dan penyakit tertentu sebanyak 12 Kali;

5. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat sebanyak 93 orang;

6. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha sebanyak 150 orang;

7. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri sebanyak 45
orang;

8. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
sebanyak 1.100 orang;

9. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijjudan sebanyak 65
orang;

10. Peningkatan peran serta lanjut usia sebanyak 10 Kkali;

I1-52



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Penurunan Penduduk Miskin dengan sasaran Meningkatkan
kesejahteraan PMKS.
Indikator Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial adalah:
1) Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah
kesejahteraan sosial, dengan target 51% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemberian bahan pokok kepada panti sosial sebanyak 17 lembaga;
2. Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) sebanyak 31 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.

6) Program Pengendalian Layanan Sosial
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Penurunan Penduduk Miskin dengan sasaran Meningkatkan
kesejahteraan PMKS.
Indikator Program Pengendalian Layanan Sosial adalah:
1) Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan, dengan
target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial sebanyak 4 kali;
2. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS sebanyak 154 Kelurahan;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.
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7) Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan
permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dengan
sasaran Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh.

Indikator Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni
adalah:
1) Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki, dengan target

46% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 463 Unit;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Sosial.

1.1.2. Non Pelayanan Dasar
1.1.2.1 Tenaga Kerja
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja dilaksanakan melalui
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan,
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Program
Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Ketenagakerjaan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup

Ketenagakerjaan adalah:
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1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup ketenagakerjaan, dengan target 78% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan sebanyak 1.000
berkas;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Tenaga Kerja.

2) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mengurangi pengangguran dengan sasaran Meningkatkan
kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan
hubungan industrial yang harmonis.
Indikator Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja adalah:
1) Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian
Kerja Bersama, dengan target 7,77% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial sebanyak 160 orang;
2. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 110
Kasus;
Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan sebanyak 200 lembaga,;
4. Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota
Surabaya sebanyak 1 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Tenaga Kerja.
3) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Mengurangi pengangguran dengan sasaran Meningkatkan
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kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan
hubungan industrial yang harmonis.
Indikator Program Peningkatan Kesempatan Kerja adalah:
1) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan,
dengan target 0,50% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 20 lembaga;
2. Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja sebanyak 330
orang;
Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja sebanyak 25 orang;
Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja sebanyak 200 orang;
Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru sebanyak
150 orang;
6. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja sebanyak 3 kali;
Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri sebanyak 25 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Tenaga Kerja.

4) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mengurangi pengangguran dengan sasaran Meningkatkan
kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan
hubungan industrial yang harmonis.

Indikator Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja adalah:
1) Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi, dengan target 75%;
2) Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan,

dengan target 85% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja sebanyak 40 orang;

2. Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja sebanyak 384 orang;
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3. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat sebanyak 384 orang;
4. Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota
sebanyak 1 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Tenaga Kerja.

1.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui Program Keadilan dan Kesetaraan
Gender serta Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan
dan Anak.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan
Perempuan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan

perempuan dan anak.

Indikator Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta

Pemberdayaan Perempuan adalah:

1) Persentase kelurahan yang responsif gender, dengan target 20,13% ;

2) Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah

menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan, dengan
target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan sebanyak 20 kali;
2. Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender

sebanyak 72 lembaga,;
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3. Penyusunan Profii Gender dan Evaluasi Atas Implementasi
Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya sebanyak 2 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

2) Program Perlindungan Perempuan dan Anak
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan

perempuan dan anak.

Indikator Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

1) Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan
perempuan dan anak (PPTP2A), dengan target 73,84% ;

2) Persentase kelurahan ramah anak, dengan target 84,42% ;

3) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani, dengan
target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat
(PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak
sebanyak 926 orang ;

Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak sebanyak 279 lembaga,;

3. Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo sebanyak 154
kampung;

4. Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan
Dan Anak sebanyak 200 kasus;

5. Penyelenggaraan Operasional Shelter sebanyak 2 lembaga;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

1.1.2.3 Pangan
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Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan dilaksanakan melalui Program
Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan, Program Peningkatan Ketersediaan,
Keanekaragaman dan Keamanan Pangan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan adalah:
1) Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal)

komoditas pangan, dengan target 36,40% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring Bidang Ketahanan Pangan sebanyak 15 laporan;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2) Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan
Keamanan Pangan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan
Keamanan Pangan adalah:
1) Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan, dengan target 1,00 ;
2) Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar, dengan target
89,50%;
3) Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH), dengan target
95% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar
sebanyak 2.060 sampel;
Pengembangan Diversifikasi Pangan sebanyak 28 kali;
3. Pengelolaan Sentra Olahan Pangan sebanyak 11 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1.1.2.4 Pertanahan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan dilaksanakan melalui
Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan, Program Pengadaan
Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan
Umum, Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non
Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Program Pengamanan Aset, Program
Pengamanan Aset Infrastruktur, Program Pengelolaan Aset Tanah.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.

Indikator Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan
adalah:

1) Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani, dengan
target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 12 Kasus;
2. Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

sebanyak 18 obyek;
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3. Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan
Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 7 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

2) Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
Infrastruktur untuk Kepentingan Umum
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum.
Indikator Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi
Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum adalah:
1) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan target 15,77 Ha ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur sebanyak 5
lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

3) Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan
Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan

menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi

sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem

drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran

Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum.
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Indikator Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi

Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum adalah:

1) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi
pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan target
44,90 Ha ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
sebanyak 2 dokumen;

2. Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan
Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur sebanyak 2 lokasi;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

4) Program Pengamanan Aset
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.
Indikator Program Pengamanan Aset adalah:
1) Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok,
dengan target 36,80% ;
2) Persentase tanah aset yang tersertifikasi, dengan target 43,08% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 100 bidang;
2. Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 1 dokumen;
3. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 75

dokumen;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

5) Program Pengamanan Aset Infrastruktur
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk
pembangunan infastruktur.
Indikator Program Pengamanan Aset Infrastruktur adalah:
1) Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang
diamankan, dengan target 2,50% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 40
bidang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

6) Program Pengelolaan Aset Tanah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.

Indikator Program Pengelolaan Aset Tanah adalah:
1) Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya, dengan target

81,30% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset sebanyak 7.000 izin;
2. Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota sebanyak 1
dokumen;
3. Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
sebanyak 8.000 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

1.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup dilaksanakan
melalui Program Kebersihan, Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Lingkup Lingkungan Hidup, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah Mandiri, Program Pengadaan Prasarana Air Limbah
Domestik Rumah Tangga, Program Pengelolaan Air Limbah Kota, Program
Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya, Program Pengelolaan dan
Peningkatan Taman dan Jalur Hijau, Program Pengelolaan Sampah dan Limbah,
Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan, Program
Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup, Program
Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, diuraikan sebagai
berikut:

1) Program Kebersihan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Optimalisasi sistem pengelolaan dan
pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan
penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Indikator Program Kebersihan adalah:
1) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA < 1 hari, dengan

target 84,86% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan sebanyak 104
Kegiatan;
2. Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian sebanyak 364
lokasi;
Operasional Pembersihan Sampah di Saluran sebanyak 450 lokasi;
Operasional Pengangkutan Sampah sebanyak 267 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

2) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Lingkungan Hidup

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Lingkungan Hidup adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

lingkup lingkungan hidup, dengan target 78% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah sebanyak 100 izin;
2. Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan sebanyak 2.000 berkas;
3. Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3 sebanyak 100 izin;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Lingkungan Hidup.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Mandiri
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
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daya dukung kota dengan sasaran Optimalisasi sistem pengelolaan dan
pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan
penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Sampah Mandiri adalah:
1) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sampah, dengan target 8,75% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan sebanyak 3 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

4) Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
Indikator Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik
Rumah Tangga adalah:
1) Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan,
dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman sebanyak 250 Unit;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Lingkungan Hidup.

5) Program Pengelolaan Air Limbah Kota
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Peningkatan kapasitas pelayanan
pengolahan air limbah.

Indikator Program Pengelolaan Air Limbah Kota adalah:
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1) Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan
baik, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Pengolahan Air Limbah sebanyak 96 lokasi;
2. Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan
Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R sebanyak 34 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

6) Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
kota yang bersih dan hijau.
Indikator Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya
adalah:
1) Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan
diawasi, dengan target 54,76% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya sebanyak 12
lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

7) Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

kota yang bersih dan hijau.
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Indikator Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur
Hijau adalah:
1) Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan
diawasi, dengan target 8,68% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau
sebanyak 425 lokasi;
Pengembangan Dekorasi Kota sebanyak 15 lokasi;
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota sebanyak 39 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

8) Program Pengelolaan Sampah dan Limbah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Optimalisasi sistem pengelolaan dan
pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan
penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Indikator Program Pengelolaan Sampah dan Limbah adalah:
1) Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang

beroperasi dengan baik, dengan target 30,77% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penanganan Limbah B3 sebanyak 1 Kegiatan;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

9) Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan

daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
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Indikator Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak
Lingkungan adalah:
1) Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan, dengan
target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah sebanyak 96
lokasi;
2. Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan
Data Display sebanyak 365 data;
Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir sebanyak 754 data;
Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup sebanyak 50 obyek;
Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebanyak 254
lembaga;
6. Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien sebanyak 224 sampel,
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Lingkungan Hidup.

10) Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi
Lingkungan Hidup
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
Indikator Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi
Lingkungan Hidup adalah:
1) Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi, dengan target
100% ;
2) Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan
hidupnya meningkat, dengan target 70% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Car Free Day sebanyak 28 Kali;
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2. Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang
lingkungan sebanyak 6 kali;
3. Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah sebanyak
5 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Lingkungan Hidup.

11) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang
Terbuka Hijau
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Optimalisasi sistem pengelolaan dan
pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan
penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau adalah:
1) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang
menerapkan teknologi 3R, dengan target 30,77% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional sarana dan prasarana Kebersihan sebanyak 21 unit;
2. Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH
sebanyak 1.528 unit;
Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah sebanyak 1 rekening;
Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya
sebanyak 183 lokasi;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan
Makam sebanyak 14 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

1.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil, Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk,
Program Pemanfaatan Data Kependudukan, Program Pengelolaan Data
Administrasi Kependudukan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil adalah:
1) Cakupan penerbitan akte kelahiran, dengan target 99,75% ;
2) Cakupan penerbitan akte kematian, dengan target 88% ;
3) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian), dengan target 100% ;
4) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta
kelahiran dan akta kematian), dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian sebanyak 101.011 berkas;
2. Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Kewarganegaraan sebanyak 3.250 berkas;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan

kualitas pelayanan publik.
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Indikator Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk
adalah:

1) Cakupan penerbitan KTP, dengan target 92% ;

2) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk
(KTP dan KK), dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 200.000 berkas;
Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el sebanyak 398.986 berkas;

3. Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen
sebanyak 34.930 berkas;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3) Program Pemanfaatan Data Kependudukan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pemanfaatan Data Kependudukan adalah:
1) Persentase peningkatan inovasi pelayanan, dengan target 33,33% ;
2) Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah
menggunakan data kependudukan, dengan target 10% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 2
kali;
2. Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
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4) Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan
adalah:
1) Persentase penurunan data ganda pada database SIAK, dengan target
70% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemutakhiran Data Kependudukan sebanyak 146.684 data;
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebanyak 8 sistem;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Program
Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan
perempuan dan anak.

Indikator Program Keluarga Berencana adalah:
1) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need),

dengan target 19,47% ;

2) Persentase peserta KB aktif, dengan target 80,89% ;
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3) Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi, dengan target
2,99% ;

4) Persentase peserta KB baru, dengan target 53,25% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga
Berencana) sebanyak 31 lembaga;

2. Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli
Keluarga Berencana sebanyak 1.566 orang ;

Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga sebanyak 290 orang;

4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
sebanyak 62 Paket;

5. Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga
Berencana sebanyak 4 unit;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

2) Program Peningkatan Ketahanan Keluarga
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan
perempuan dan anak.
Indikator Program Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah:
1) Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan
Bina Keluarga Lansia yang aktif, dengan target 100% ;
2) Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang
berproduksi, dengan target 19,67% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri sebanyak 22

orang;
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Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi sebanyak 5 lembaga;
Pembinaan Keluarga Sejahtera sebanyak 180 orang;
4. Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga
Remaja/Bina Keluarga Lansia sebanyak 978 orang ;
Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft sebanyak 1 bangunan;
6. Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA sebanyak 2 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

1.1.2.8 Perhubungan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan dilaksanakan melalui
Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan, Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Prasarana Transportasi, Program Pengawasan dan Pengendalian
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengembangan Sistem Transportasi
yang Berkelanjutan, Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup perhubungan, dengan target 78% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Perhubungan sebanyak 3 Jenis;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perhubungan.
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2) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan.
Indikator Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana
Transportasi adalah:
1) Persentase penyediaan  prasarana  pendukung  transportasi
berkelanjutan dalam kondisi baik, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembangunan Prasarana Transportasi sebanyak 1 bangunan;
Pemeliharaan Prasarana Transportasi sebanyak 30 lokasi;

Pengelolaan Terminal Angkutan Umum sebanyak 14 Lokasi;

» wDN

Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi sebanyak 2
Paket;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perhubungan.

3) Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas.
Indikator Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah:
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1) Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor, dengan target 93%
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebanyak
147.069 unit;
2. Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebanyak 365 Kali;
3. Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan sebanyak 7
Jenis;
4. Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang
sebanyak 48 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perhubungan.

4) Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan.
Indikator Program Pengembangan Sistem Transportasi yang
Berkelanjutan adalah:
1) Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus, dengan target 100% ;
2) Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan
perijinan, dengan target 40% ;
3) Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu, dengan
target 95,05 menit ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengelolaan Transportasi Umum sebanyak 20 Unit;
2. Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak

Bermotor sebanyak 2 Kali;

In-77



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

3. Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang sebanyak 2
kali;
Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar sebanyak 8 unit;
Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan sebanyak 365 kali;
Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan sebanyak 7 Dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perhubungan.

5) Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas.
Indikator Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas adalah:
1) Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota, dengan target
39,00 km/jam ;
2) Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas, dengan target 2% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebanyak 5 Jenis;
2. Pengadaan Perlengkapan Jalan sebanyak 1.037 unit;
3. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebanyak 5
dokumen,;
Penyelenggaraan Perparkiran sebanyak 1.821 Lokasi;
Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK) sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sehingga

kegiatan tersebut tidak dialokasikan;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perhubungan.

1.1.2.9 Komunikasi dan Informatika serta Persandian
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika serta
Persandian dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,
Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik, Program
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika serta
Persandian, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pengelolaan Aplikasi Informatika adalah:
1) Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK, dengan target
53,85% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik sebanyak 396
lokasi;
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi
sebanyak 72 lokasi;
3. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi
Manajemen sebanyak 15 aplikasi;
4. Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
dan Sistem Informasi Manajemen sebanyak 150 Aplikasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Komunikasi dan Informatika.

2) Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik
adalah:

1) Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi
informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan
target 32,000 Kunjungan ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi
dan Dokumentasi Publik sebanyak 3.000 berkas;

Pengelolaan Saluran Komunikasi sebanyak 19 Saluran;

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
sebanyak 6 kali;

4. Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah
sebanyak 1 dokumen;

5. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebanyak 3 Jenis;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Komunikasi dan Informatika.

3) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi adalah:
1) Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik,

dengan target 100% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan sebanyak 1.289 unit;
2. Pembangunan Sarana Prasarana TIK sebanyak 4 lokasi;
3. Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK sebanyak 4
Jenis;
4. Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi sebesar
100 persen;
5. Pengelolaan Pusat Data sebanyak 2 Lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.1.2.10 Penanaman Modal

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal dilaksanakan
melalui Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal,
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal, diuraikan sebagai
berikut:

1) Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran

Meningkatkan realisasi investasi.

Indikator Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman

Modal adalah:

1) Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan

membuat LKPM, dengan target 40% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
sebanyak 2.100 perusahaan;
2. Pengelolaan Data Investasi sebanyak 41.751 data;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Meningkatkan realisasi investasi.

Indikator Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi adalah:
1) Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi, dengan target 20% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengembangan Potensi Penanaman Modal sebanyak 8 dokumen;
2. Penyelenggaraan Promosi Investasi sebanyak 2 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Lingkup Penanaman Modal
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Lingkup Penanaman Modal adalah:
1) Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan
pelaporannya, dengan target 72% ;
2) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan

lingkup penanaman modal, dengan target 78% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin
Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin
Pelinting Rokok (DBHCHT) sebanyak 2 kali;

2. Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP sebanyak 11.500 pelaku usaha;
Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu sebanyak
60.000 berkas;

Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT) sebanyak 2 kali;
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di
Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan
(DBHCHT) sebanyak 4 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1.2.11 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Waijib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga
dilaksanakan melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga,
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Prestasi
Pemuda,

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga, diuraikan
sebagai berikut:

1) Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional

dan/atau internasional.
Indikator Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga adalah:

1) Cakupan/sebaran fasilitas olahraga, dengan target 140 kelurahan ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga sebanyak 12 unit;
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga sebanyak 21 unit;

Penyediaan Sarana Olahraga sebanyak 6 jenis;

w0

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Olahraga sebanyak 58 dokumen;

5. Perbaikan Prasarana Olahraga sebanyak 90 unit;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional
dan/atau internasional.
Indikator Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah:
1) Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau
internasional, dengan target 1,660 medali ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi sebanyak 4 kali;
2. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi sebanyak 2 kali;
3. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak
sebanyak 4 kali;
4. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi
sebanyak 2 kali;
5. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi
sebanyak 2 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Indikator Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah:

1) Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader
anti kenakalan remaja, dengan target 2% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja sebanyak 870
peserta;

2. Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda sebanyak
11 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

4) Program Peningkatan Prestasi Pemuda

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Indikator Program Peningkatan Prestasi Pemuda adalah:

1) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang
didapat dari proses pembelajaran seni kreatif, dengan target 6,82% ;

2) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri, dengan target
6,67% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif sebanyak 15 orang;

2. Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda sebanyak
250 Orang;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

1.1.2.12 Kebudayaan
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Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan dilaksanakan melalui
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal, Program
Perlindungan Budaya Lokal.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat dengan sasaran Meningkatnya pelestarian seni dan cagar
budaya.
Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
adalah:
1) Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya
lokal pada 20 lokasi, dengan target 95% ;
2) Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil, dengan target
58,50% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah sebanyak 125 kali;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal sebanyak 1 Kkali;
3. Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan
usaha pariwisata sebanyak 14 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2) Program Perlindungan Budaya Lokal
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat dengan sasaran Meningkatnya pelestarian seni dan cagar
budaya.
Indikator Program Perlindungan Budaya Lokal adalah:

1) Persentase cagar budaya yang terpelihara, dengan target 91,60% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan evaluasi cagar budaya sebanyak 250 lokasi;
2. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah sebanyak 1 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.1.2.13 Perpustakaan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan dilaksanakan melalui
Program Pembinaan Layanan Baca, Program Peningkatan Informasi dan
Layanan Perpustakaan, Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pembinaan Layanan Baca
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan minat baca masyarakat.
Indikator Program Pembinaan Layanan Baca adalah:
1) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina, dengan target 46,60% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca sebanyak 500 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2) Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan minat baca masyarakat.
Indikator Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan
adalah:
1) Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan

baca, dengan target 8% ;
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2) Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan, dengan
target 10% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengelolaan Layanan Baca sebanyak 1.494 lokasi;
2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca sebanyak 17 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3) Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan minat baca masyarakat.

Indikator Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat adalah:
1) Persentase penambahan koleksi buku, dengan target 90,41% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca sebanyak 1.581

Buku.

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.1.2.14 Kearsipan

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan dilaksanakan melalui
Program Pembinaan Penataan Kearsipan, Program Peningkatan Informasi dan
Layanan Kearsipan, Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pembinaan Penataan Kearsipan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan

kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Pembinaan Penataan Kearsipan adalah:

1) Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang
berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dengan target
79,90%;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembinaan Sistem Kearsipan sebanyak 130 lembaga;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2) Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

Indikator Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan
adalah:
1) Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan, dengan target 81,00 ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Layanan Informasi Kearsipan sebanyak 40 kali;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah adalah:
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1) Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi, dengan target 85,19% ;
2) Persentase jumlah arsip yang diakuisisi, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan sebanyak 52 kali;
2. Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan
Penyelamatan Kearsipan sebanyak 13 item;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.1.2.15 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dilaksanakan melalui Program Pemasaran Produk Usaha Mikro, Program
Pengembangan Produk Usaha Mikro, Program Pengembangan Sentra Usaha,
Program Pengembangan Usaha Koperasi, Program Penguatan Kelembagaan
Koperasi, Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pemasaran Produk Usaha Mikro

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.

Indikator Program Pemasaran Produk Usaha Mikro adalah:
1) Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran

produk, dengan target 90% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro sebanyak 330 Orang;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)

sebanyak 11 Jenis;
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3. Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro sebanyak 12 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perdagangan.

2) Program Pengembangan Produk Usaha Mikro.

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.

Indikator Program Pengembangan Produk Usaha Mikro adalah:

1) Persentase pelaku usaha mikro yang produknya lasyak diujimutukan,
dengan target 35,11% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembinaan Pelaku Usaha Mikro sebanyak 587 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

3) Program Pengembangan Sentra Usaha
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.
Indikator Program Pengembangan Sentra Usaha adalah:
1) Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi
secara optimal, dengan target 58% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha sebanyak 21
sentra usaha;

2. Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha sebanyak 49 sentra usaha;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

4) Program Pengembangan Usaha Koperasi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.
Indikator Program Pengembangan Usaha Koperasi adalah:
1) Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya,
dengan target 55% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi sebanyak
125 koperasi;
2. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK) sebanyak 210 Orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

5) Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.
Indikator Program Penguatan Kelembagaan Koperasi adalah:
1) Persentase koperasi berklasifikasi AAB, dengan target 69,95% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
sebanyak 44 kelompok;

2. Pengawasan Koperasi sebanyak 629 koperasi;
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3. Penilaian Kinerja Koperasi sebanyak 35 koperasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

6) Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.
Indikator Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro adalah:
1) Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan
permodalan, dengan target 8,31% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro sebanyak 179
orang/kelompok;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1.1.2.16 Statistik
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik dilaksanakan melalui Program
Pengelolaan Data Statistik Daerah,
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pengelolaan Data Statistik Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pengelolaan Data Statistik Daerah adalah:

1) Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi, dengan target 100%
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan Data Statistik Daerah sebanyak 1 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2. Urusan Pilihan
1.2.2 Non Pelayanan Dasar
1.2.2.1 Pariwisata
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pariwisata dilaksanakan melalui
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata, Program
Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Wisata, Program
Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pariwisata, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Pariwisata adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup pariwisata, dengan target 60% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana
Pariwisata sebanyak 400 berkas;
2. Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan
Umum sebanyak 169 berkas;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
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2) Program Pemasaran Pariwisata
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor
pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.
Indikator Program Pemasaran Pariwisata adalah:
1) Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan,
dengan target 10,60%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi promosi wisata sebanyak 77 kali;
2. Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wlsata Religi Ampel
sebanyak 51 kali;
3. Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
sebanyak 24 kali;
4. Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata sebanyak 22
kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3) Program Pengembangan Destinasi Wisata

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor
pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.

Indikator Program Pengembangan Destinasi Wisata adalah:
1) Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan, dengan target 69,23%
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata sebanyak 150
kali;

2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata sebanyak 1
kali;

3. Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP
Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel sebanyak 3 lokasi;

4. Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu
Pahlawan, Balai Pemuda dan THR sebanyak 2 lokasi;

5. Peningkatan Destinasi Wisata sebanyak 1 kali;

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK) sebanyak 6
lokasi;

7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas
Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan (DAK) sebanyak 85
orang;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

4) Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang
Pariwisata
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor
pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.
Indikator Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder
Bidang Pariwisata adalah:
1) Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata
yang dilaksanakan 5 kesepakatan, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata sebanyak 12 kali;
2. Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata

serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata sebanyak 6 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.2.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Energi dan Sumber Daya Mineral
dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
Alternatif, Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di
Gedung Milik Pemerintah Kota, Program Upaya Konservasi Energi.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Energi dan Sumber Daya Mineral,
diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
adalah:

1) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam
pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif, dengan target 11
lingkungan ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat
sebanyak 3 Lingkungan;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di

Gedung Milik Pemerintah Kota
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Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.

Indikator Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
di Gedung Milik Pemerintah Kota adalah:

1) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan
energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota, dengan
target 45 Unit ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung dan Permukiman sebanyak 6 unit;

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor
Bangunan Gedung Dan Permukiman sebanyak 2 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang.

3) Program Upaya Konservasi Energi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung kota dengan sasaran Meningkatkan kualitas udara dan air.
Indikator Program Upaya Konservasi Energi adalah:
1) Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi
energi, dengan target 154 kegiatan dan /atau usaha ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi sebanyak 120 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Lingkungan Hidup.
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1.2.2.3 Perdagangan

Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Perdagangan dilaksanakan melalui
Program Distribusi Perdagangan, Program Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Lingkup Perdagangan, Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Perdagangan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Distribusi Perdagangan

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem
manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi
lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa dengan sasaran
Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor
pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.

Indikator Program Distribusi Perdagangan adalah:

1) Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan, dengan target 17 kali;

2) Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas, dengan target 31
kali/kejadian ;

3) Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar, dengan target 80% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar sebanyak 250 lokasi;
2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
sebanyak 200 kali;
3. Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan sebanyak 31
Kelompok;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perdagangan.

2) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Perdagangan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Perdagangan adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup perdagangan, dengan target 78% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan sebanyak 350 berkas;
2. Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan sebanyak 1.552
Lembaga,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Perdagangan.

3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan adalah:
1) Persentase temuan yang ditindaklanjuti, dengan target 85% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional UPTD Metrologi legal sebanyak 16 Jenis;
2. Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) sebanyak 20.879 unit;
3. Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
sebanyak 4.500 unit;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Perdagangan.

1.2.2.4 Kelautan dan Perikanan
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Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Kelautan dan Perikanan dilaksanakan
melalui Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan,
Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai
berikut:

1) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan
Kelautan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan
dan Kelautan adalah:
1) Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan
teknologi tepat guna dalam proses budidaya, dengan target 50% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan
dan kelautan sebanyak 18 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2) Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan
Perikanan adalah:
1) Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan
prasarana perikanan dan kelautan, dengan target 10% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya sebanyak 464 unit;
2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap sebanyak 47 unit;
3. Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir sebanyak 12 laporan;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
1.2.2.5 Pertanian
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pertanian dilaksanakan melalui
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian, Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak, Program
Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan, Program
Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan
Kelautan, Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan
dan Hortikultura.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar Pertanian, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas pelayanan publik.
Indikator Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup
Pertanian adalah:
1) Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
lingkup pertanian, dengan target 78% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian sebanyak 250
berkas;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
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2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Ternak adalah:
1) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan
pengobatan, dengan target 88% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis
sebanyak 1.562 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

3) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya
Peternakan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam
Budidaya Peternakan adalah:
1) Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat
guna dalam proses budidaya, dengan target 65% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan
sebanyak 4 kali;
2. Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan sebanyak 6 jenis;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
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4) Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya
Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam

Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah:

1) Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang
mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya, dengan
target 65% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna
budidaya tanaman pangan dan hortikultura sebanyak 300 orang;
Pembibitan sebanyak 12 jenis;

3. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian sebanyak 100 orang;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan
Kelautan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran
Meningkatkan ketahanan pangan.
Indikator Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan
Perikanan Kelautan adalah:
1) Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat, dengan target 50%
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Promosi Pemasaran Produk Pertanian sebanyak 59 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
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6) Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan
dan Hortikultura

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran

Meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman

Pangan dan Hortikultura adalah:

1) Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang
memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi, dengan target
16% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebanyak 184 orang;

2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi

Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 5 Jenis;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. Fungsi Penunjang Urusan
2.1 Fungsi Manajemen
2.1.2 Non Pelayanan Dasar
2.1.2.1 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Kebijakan dan Koordinasi
Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Program Fasilitasi Informasi dan
Protokol DPRD, Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan, Program Fasilitasi
Pemberdayaan Masyarakat, Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas
Sekretariat DPRD, Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat,
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah, Program Fasilitasi
Rapat dan Perundang-Undangan DPRD, Program Pembinaan Peningkatan
Kinerja BUMD, Program Penataan Daerah Otonom, Program Penataan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan, Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
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Daerah, Program Pengelolaan Bangunan Gedung, Program Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan,
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup
Pembangunan, Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
lingkup Pengelolaan Aset, Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah Lingkup Perekonomian, Program Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja, Program Peningkatan Kerjasama Daerah.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Kebijakan dan Koordinasi Perangkat
Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD adalah:
1) Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang
terfasilitasi, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Reses DPRD sebanyak 3 kali;
2. Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD sebanyak 185 kali;
Penerimaan Studi Banding sebanyak 240 kali;
Pengendalian Keamanan sebanyak 264 kali;
Publikasi Kegiatan DPRD sebanyak 5 media;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Sekretariat DPRD.

2) Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan adalah:

1) Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara

kesepakatan, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Asem Rowo sebanyak 7 Lembaga,;

2. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak sebanyak 4 Lembaga,;

3. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso sebanyak 6 Lembaga;

4. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kandangan sebanyak 9 Lembaga,;

5. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Romokalisari sebanyak 3 Lembaga;

6. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sememi sebanyak 7 Lembaga,;

7. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangon sebanyak 4 Lembaga;

8. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong sebanyak 6 Lembaga;

9. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bubutan sebanyak 9 Lembaga;

10. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gundih sebanyak 10 Lembaga;

11. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jepara sebanyak 9 Lembaga;

12. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh sebanyak 10 Lembaga;

13. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Bulak sebanyak 7 Lembaga;
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Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek sebanyak 3 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kenjeran sebanyak 3 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru sebanyak 7 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang sebanyak 6 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis sebanyak 5 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gunung Sari sebanyak 6 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal sebanyak 7 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal sebanyak 9 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gayungan sebanyak 4 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ketintang sebanyak 8 Lembaga,;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Menanggal sebanyak 6 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin sebanyak 5 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Genteng sebanyak 10 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kapasari sebanyak 11 Lembaga,;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ketabang sebanyak 6 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Peneleh sebanyak 15 Lembaga;
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30. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Airlangga sebanyak 8 Lembaga;

31. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Baratajaya sebanyak 8 Lembaga;

32. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gubeng sebanyak 3 Lembaga;

33. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kertajaya sebanyak 11 Lembaga;

34. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Mojo sebanyak 12 Lembaga;

35. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu sebanyak 8 Lembaga;

36. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar sebanyak 8 Lembaga;

37. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak sebanyak 8 Lembaga;

38. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal sebanyak 4 Lembaga;

39. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah sebanyak 9 Lembaga;

40. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jambangan sebanyak 7 Lembaga;

41. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Karah sebanyak 12 Lembaga;

42. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kebonsari sebanyak 3 Lembaga;

43. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pagesangan sebanyak 4 Lembaga;

44. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Karang Pilang sebanyak 4 Lembaga,;

45. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Kebraon sebanyak 12 Lembaga;
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Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kedurus sebanyak 9 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Waru Gunung sebanyak 3 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng sebanyak 8 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan sebanyak 13 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi sebanyak 4 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebanyak 10 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dupak sebanyak 5 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kemayoran sebanyak 8 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan sebanyak 13 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Morokrembangan sebanyak 9 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Perak Barat sebanyak 7 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bangkingan sebanyak 5 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jeruk sebanyak 3 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Lakarsantri sebanyak 4 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon sebanyak 7 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan sebanyak 5 Lembaga;
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62. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sumurwelut sebanyak 3 Lembaga;

63. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo sebanyak 10 Lembaga;

64. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kalijudan sebanyak 10 Lembaga,;

65. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kalisari sebanyak 8 Lembaga;

66. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak sebanyak 4 Lembaga,;

67. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan sebanyak 13 Lembaga,;

68. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Mulyorejo sebanyak 11 Lembaga;

69. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bongkaran sebanyak 10 Lembaga,;

70. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara sebanyak 10 Lembaga;

71. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Nyamplungan sebanyak 8 Lembaga;

72. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Perak Timur sebanyak 9 Lembaga;

73. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Perak Utara sebanyak 10 Lembaga;

74. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat sebanyak 10 Lembaga;

75. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Benowo sebanyak 5 Lembaga;

76. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pakal sebanyak 6 Lembaga,;

77. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo sebanyak 8 Lembaga;

M-111



78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Ay <

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kalirungkut sebanyak 13 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk sebanyak 10 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu sebanyak 15 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Penjaringansari sebanyak 15 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul sebanyak 12 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Wonorejo sebanyak 10 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bringin sebanyak 3 Lembaga,;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Lontar sebanyak 11 Lembaga,;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Made sebanyak 6 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sambikerep sebanyak 6 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Banyu Urip sebanyak 9 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan sebanyak 7 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pakis sebanyak 10 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Petemon sebanyak 18 Lembaga,;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Putat Jaya sebanyak 15 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Sawahan sebanyak 10 Lembaga;
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94. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ampel sebanyak 17 Lembaga,;
95. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pegirian sebanyak 11 Lembaga;
96. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sidotopo sebanyak 11 Lembaga;
97. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ujung sebanyak 14 Lembaga;
98. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Wonokusumo sebanyak 16 Lembaga;
99. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kapasan sebanyak 9 Lembaga;
100. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sidodadi sebanyak 7 Lembaga;
101. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Simokerto sebanyak 14 Lembaga;
102. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Simolawang sebanyak 8 Lembaga;
103. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tambakrejo sebanyak 10 Lembaga,;
104. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gebang Putih sebanyak 7 Lembaga;
105. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Keputih sebanyak 5 Lembaga,;
106. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem sebanyak 9 Lembaga;
107. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir sebanyak 9 Lembaga;
108. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan sebanyak 9 Lembaga;
109. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan sebanyak 9 Lembaga;
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Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Semolowaru sebanyak 13 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Putat Gede sebanyak 4 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Simomulyo sebanyak 7 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru sebanyak 10 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan sebanyak 4 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal sebanyak 5 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tanjungsari sebanyak 4 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro sebanyak 5 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Gading sebanyak 11 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru sebanyak 9 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pacarkeling sebanyak 11 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Pacarkembang sebanyak 11 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ploso sebanyak 11 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Rangkah sebanyak 9 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tambaksari sebanyak 9 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Balongsari sebanyak 7 Lembaga;
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126. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan sebanyak 4 Lembaga;

127. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Karang Poh sebanyak 9 Lembaga;

128. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon sebanyak 14 Lembaga,;

129. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Manukan wetan sebanyak 6 Lembaga;

130. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tandes sebanyak 9 Lembaga;

131. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo sebanyak 14 Lembaga;

132. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kedungdoro sebanyak 10 Lembaga;

133. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Keputran sebanyak 6 Lembaga;

134. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tegalsari sebanyak 6 Lembaga,;

135. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Wonorejo sebanyak 11 Lembaga;

136. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kendangsari sebanyak 5 Lembaga;

137. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kutisari sebanyak 6 Lembaga;

138. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo sebanyak 8 Lembaga;

139. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo sebanyak 6 Lembaga,;

140. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Babatan sebanyak 8 Lembaga;

141. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik sebanyak 9 Lembaga,;
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Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal sebanyak 5 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Wiyung sebanyak 11 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi sebanyak 12 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari sebanyak 9 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Margorejo sebanyak 8 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sidosermo sebanyak 6 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Siwalankerto sebanyak 6 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Darmo sebanyak 10 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jagir sebanyak 11 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ngagel sebanyak 5 Lembaga;

Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo sebanyak 12 Lembaga,;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Sawunggaling sebanyak 12 Lembaga;
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Wonokromo sebanyak 8 Lembaga,;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

. Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh

Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar,

Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec.

Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut,

Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec.

Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec.
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Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec.

Wonokromo.

3) Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat adalah:
1) Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 139
Lembaga,;
2. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;
3. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 188
Lembaga,;
4. engembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)
sebanyak 3 kali;
5. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;
6. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 414
Lembaga,;
7. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 36
Kali;
8. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 158
Lembaga,;
9. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;
10. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 195

Lembaga;
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11. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

12. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 197
Lembaga,

13. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

14. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 364
Lembaga,;

15. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 33
Kali;

16. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 480
Lembaga,;

17. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

18. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 217
Lembaga,;

19. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 24
Kali;

20. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 168
Lembaga,;

21. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

22. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 220
Lembaga,;

23. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

24. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 456
Lembaga,;

25. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

26. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 431

Lembaga,;
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27. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

28. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 200
Lembaga,;

29. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

30. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 346
Lembaga,;

31. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

32. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 376
Lembaga,;

33. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

34. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 229
Lembaga,;

35. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

36. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 488
Lembaga,;

37. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

38. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 259
Lembaga,;

39. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

40. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 627
Lembaga,;

41. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

42. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 636

Lembaga;
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43. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

44. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 356
Lembaga,

45. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 36
Kali;

46. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 439
Lembaga,;

47. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 30
Kali;

48. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 323
Lembaga,;

49. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;

50. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 749
Lembaga,;

51. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;\

52. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 371
Lembaga,;

53. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

54. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 365
Lembaga,;

55. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 36
Kali;

56. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 185
Lembaga,;

57. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;

58. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 210

Lembaga,;
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59. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 40
Kali;
60. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 280
Lembaga,;
61. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;
62. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT sebanyak 568
Lembaga,;
63. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian sebanyak 48
Kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh
Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar,
Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec.
Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut,
Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec.
Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec.
Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec.

Wonokromo.

4) Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
adalah:
1) Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang
terfasilitasi, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebanyak 38 kali;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Sekretariat DPRD.

5) Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
adalah:
1) Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi, dengan target 100% ;
2) Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 70 Kali;
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 28 Kali;
3. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 90 Kali;
4. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 75 Kali;
5. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 80 Kali;
6. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 76 Kali;
7. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 69 Kali;
8. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 19 Kali;
9. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

sebanyak 64 Kali;
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Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

sebanyak 109 Kali;

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

sebanyak 116 Kali;

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan

sebanyak 74 Kali;
Penguatan
sebanyak 116 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 115 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 116 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 116 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 72 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 83 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 113 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 53 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 116 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 116 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 72 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 54 Kali;
Penguatan Kelembagaan
sebanyak 116 Kali;
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26. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 71 Kali;
27. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 92 Kali;
28. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 116 Kali;
29. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 115 Kali;
30. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 116 Kali;
31. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
sebanyak 94 Kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh
Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar,
Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec.
Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut,
Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec.
Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec.
Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec.
Wonokromo.

6) Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah
adalah:
1) Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi, dengan

target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

2. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;

3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

4. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

5. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

6. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

7. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

8. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 45 Kali;

9. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

10. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

11. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

12. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
Lembaga,;

13. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

14. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 54 Kali;

15. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

16. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;
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17. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 kali;

18. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

19. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

20. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 38 Kali;

21. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

22. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

23. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

24. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

25. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 408 kali;

26. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 30 Kali;

27. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

28. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

29. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

30. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

31. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

32. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

sebanyak 60 Kali;
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33. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

34. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

35. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;

36. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

37. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

38. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 kali;

39. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

40. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

41. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

42. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

43. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 408 kali;

44. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

45. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

46. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

47. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

48. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4

lembaga;
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49. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

50. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;

51. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

52. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 408 kali;

53. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

54. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

55. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

56. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

57. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

58. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

59. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;

60. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

61. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

62. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

63. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga ;

64. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

sebanyak 312 kali;
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65. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

66. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

67. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 408 kali;

68. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 45 Kali;

69. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

70. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

71. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

72. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

73. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

74. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;

75. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

76. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

77. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 15 Kali;

78. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;

79. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;

80. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah

sebanyak 48 Kali;
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81. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;
82. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;
83. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;
84. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;
85. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;
86. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 50 Kali;
87. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;
88. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;
89. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;
90. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
Lembaga,;
91. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
sebanyak 360 kali;
92. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
sebanyak 60 Kali;
93. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan sebanyak 4
lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh
Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar,
Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec.
Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut,
Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec.

Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec.
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Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec.
Wonokromao.
7) Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD
adalah:
1) Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang
terfasilitasi, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan
Peraturan Daerah sebanyak 6 dokumen,;
2. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sebanyak 930
kali;
3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna sebanyak 45 kali;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Sekretariat DPRD.

8) Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD adalah:
1) Persentase BUMD yang berhasil dibina, dengan target 67% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 9

BUMD;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah.

9) Program Penataan Daerah Otonom
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Penataan Daerah Otonom adalah:
1) Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update, dengan
target 100% ;
2) Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan
pembakuan, dengan target 85,65% ;
3) Persentase pendataan batas wilayah kecamatan, dengan target 32,26%;
4) Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi, dengan target 60%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 2 dokumen;
Evaluasi Perkembangan Kelurahan sebanyak 1 kali;
Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya sebanyak 200 Kali;
Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya sebanyak 30 objek;
Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 16 kali;

Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan sebanyak 185 lembaga;

N o g M wDdE

Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan sebanyak 1
dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah.

10) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan

akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
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Indikator Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
adalah:
1) Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis, dengan target
74,29% ;
2) Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan
keterhubungan antar proses, dengan target 50% ;
3) Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu
pelayanannya kategori baik, dengan target 70% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring Kinerja Pelayanan Publik sebanyak 254 lembaga;
2. Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta
Penyusunan Standar Kompetensi sebanyak 1 dokumen;
Pelaksanaan Analisis Kelembagaan sebanyak 1 dokumen;
4. Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah sebanyak 155 POS;
Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 254 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Organisasi.

11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah:
1) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti, dengan target
100% ;
2) Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi, dengan target 100%
3) Persentase produk hukum yang disebarluaskan, dengan target 100%;
4) Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan, dengan
target 100% ;

I1-133



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2020

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 12 dokumen,;
2. Penanganan Permasalahan Bidang Hukum sebanyak 65 permasalahan
hukum;
3. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah sebanyak 70 rancangan
produk hukum;
4. Publikasi Produk Hukum sebanyak 70 produk hukum;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Hukum.

12) Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah adalah:
1) Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah sesuai dengan standar, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebesar 100 %;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Umum Dan Protokol.

13) Program Pengelolaan Bangunan Gedung
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi

sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
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drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran

Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.
Indikator Program Pengelolaan Bangunan Gedung adalah:

1) Persentase bangunan gedung yang dipelihara, dengan target 100%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:

1. Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa sebanyak 24 lokasi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

14) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah:
1) Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari
pimpinan, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat sebanyak 2 dokumen;
2. Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat sebanyak 1 dokumen;
3. Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat sebanyak 1
dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

15) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Lingkup Kehumasan.
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah Lingkup Kehumasan adalah:
1) Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang
terinformasikan kepada masyarakat, dengan target 85% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa sebanyak 2.238 kali;
2. Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan sebanyak 82 kali;
3. Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi sebanyak 7 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Hubungan Masyarakat.

16) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Lingkup Pembangunan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah Lingkup Pembangunan adalah:
1) Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya = 76%, dengan
target 94% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah sebanyak 16 dokumen;
2. Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan sebanyak 72
lembaga;
3. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
sebanyak 6 sistem;
4. Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD sebanyak 6

dokumen;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Pembangunan.

17) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
lingkup Pengelolaan Aset
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah lingkup Pengelolaan Aset adalah:

1) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik, dengan target 88%

2) Persentase pemanfaatan aset, dengan target 96% ;

3) Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang
diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah, dengan target
80% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah sebanyak 3 Berkas;

2. Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah sebanyak 72 lembaga;

3. Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 500
dokumen;

4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 2.346 unit;
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya sebanyak 7.684 stel;

6. Pengadaan Sarana Kedinasan sebanyak 45.615 unit;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.

18) Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Lingkup Perekonomian
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah Lingkup Perekonomian adalah:
1) Persentase  kajian/rekomendasi  terkait  perekonomian  yang
termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan, dengan target 100%
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan
Daerah sebanyak 12 laporan;
2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro
sebanyak 3 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah.

19) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.

Indikator Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah:
1) Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB,

dengan target 84,72% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja sebanyak 2 dokumen;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Bagian Organisasi.

20) Program Peningkatan Kerjasama Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan

tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
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publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerabh.
Indikator Program Peningkatan Kerjasama Daerah adalah:
1) Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga
yang ditindaklanjuti, dengan target 95% ;
2) Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti, dengan
target 87,50% ;
3) Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi, dengan target 85% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri sebanyak 63
orang;
Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah sebanyak 29 lembaga;
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri sebanyak 20 lembaga;
4. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 10 lembaga,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Bagian Administrasi Kerjasama.

2.1.2.2 Keuangan

Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Keuangan dilaksanakan
melalui Program Penagihan Pajak Daerah, Program Pengelolaan Keuangan
Daerah, Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah,
Program Perencanaan Anggaran Daerah.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Keuangan, diuraikan sebagai berikut:
1) Program Penagihan Pajak Daerah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Program Penagihan Pajak Daerah adalah:

1) Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar, dengan target
84,50% ;
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Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi,
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan
Parkir sebanyak 7.201 berkas;

2. Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi,
Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan
Air Tanah sebanyak 10.756 berkas;

3. Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi,
Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB sebanyak
195.752 berkas;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah.
Indikator Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan, dengan target 90% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat
Keterangan Pemberhentian Pembayaran sebanyak 72.000 berkas;
2. Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran
Daerah sebanyak 245 dokumen;
3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebanyak 22 dokumen,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
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3) Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah.
Indikator Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek
Pajak Daerah adalah:
1) Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan, dengan target
84% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah
sebanyak 34.900 objek pajak;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir
sebanyak 5.138 objek pajak;
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB sebanyak 695.022 objek
pajak;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

4) Program Perencanaan Anggaran Daerah

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah.

Indikator Program Perencanaan Anggaran Daerah adalah:
1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, dengan

target 75% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 4 dokumen;
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah

sebanyak 4 dokumen;
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3. Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas
sebanyak 5 Laporan;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.

2.1.2.3 Pengawasan

Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Pengawasan dilaksanakan
melalui Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah |, Program
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II, Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal Wilayah 1ll, Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal Wilayah V.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Pengawasan, diuraikan sebagai
berikut:

1) Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
sistem pengawasan internal pemerintah.

Indikator Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) adalah:

1) Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
ditingkatkan kapabilitasnya, dengan target 100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
sebanyak 12 dokumen;

2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebanyak 50 kali;

3. Survey Penilaian Integritas (SPI) sebanyak 1 Laporan;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Inspektorat.

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah |
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
sistem pengawasan internal pemerintah.
Indikator Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah
| adalah:
1) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I, dengan target 100%
2) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu
Wilayah | sebanyak 35 lembaga,;
2. Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu
Wilayah | sebanyak 18 lembaga,;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Inspektorat.

3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
sistem pengawasan internal pemerintah.
Indikator Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah
Il adalah:

1) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah Il, dengan target 100%
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2) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu
Wilayah Il sebanyak 35 lembaga,;
2. Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu
Wilayah Il sebanyak 18 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

. Inspektorat.

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah Il
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
sistem pengawasan internal pemerintah.
Indikator Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah
Il adalah:
1) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah Ill, dengan target
100% ;
2) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu
Wilayah 11l sebanyak 35 lembaga,;
2. Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu
Wilayah Ill sebanyak 18 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

. Inspektorat.
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5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
sistem pengawasan internal pemerintah.
Indikator Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah
IV adalah:
1) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah 1V, dengan target
100% ;
2) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah 1V,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu
Wilayah IV sebanyak 35 lembaga;
2. Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu
Wilayah IV sebanyak 18 lembaga;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

. Inspektorat.

2.1.2.4 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian, Pengembangan
dan Evaluasi Pembangunan, Program Pengembangan Data dan Informasi,
Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, Program Perencanaan
Kota, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar Perencanaan serta Penelitian dan

Pengembangan, diuraikan sebagai berikut:
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1) Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi
Pembangunan adalah:
1) Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang
ditindaklanjuti, dengan target 100% ;
2) Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output, dengan target
99% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
sebanyak 72 PD;
2. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan sebanyak 4
dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

2) Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.

Indikator Program Pengembangan Data dan Informasi adalah:
1) Persentase data indikator RPIJMD yang dapat disediakan, dengan target

100% ;

Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 17

data urusan;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

3) Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
adalah:
1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan dan evaluasi perangkat daerah, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
perangkat daerah sebanyak 12 dokumen,;
2. Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah
sebanyak 5 dokumen;
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen;
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen;
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen;
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen,;
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen;
8. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen,;
9. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen;
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10. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen,;

11. Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota sebanyak 2 dokumen;

12. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen,;

13. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen,;

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut
adalah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan, Bagian Umum Dan Protokol, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang,
Inspektorat, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad
Soewandhie.

4) Program Perencanaan Kota
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan
menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi
sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem
drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dengan sasaran
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan
rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Indikator Program Perencanaan Kota adalah:
1) Persentase penyusunan rencana induk sektoral, dengan target 92,86%;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase
sebanyak 1 dokumen;
2. Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan sebanyak

1 dokumen;
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Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen
perencanaan strategis dan/atau sektoral, dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
sebanyak 9 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah:
1) Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang
diimplementasikan di dokumen perencanaan, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah sebanyak 6 dokumen;
2. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan
Pertanian sebanyak 2 dokumen;
3. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan

Ketenagakerjaan sebanyak 2 dokumen,;
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4. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah sebanyak 2 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

7) Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah adalah:
1) Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah
yang diimplementasikan, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota
sebanyak 1 dokumen;
2. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan,
Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 1 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

8) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan.
Indikator Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan adalah:
1) Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang
diimplementasikan di dokumen perencanaan, dengan target 80% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program

tersebut adalah:
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Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat sebanyak 12 kali;
2. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
sebanyak 1 dokumen;
3. Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan
sebanyak 2 dokumen;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Perencanaan Pembangunan.

2.2 Unsur Manajemen
2.2.2 Non Pelayanan Dasar
2.2.2.1 Sarana dan Prasarana Perkantoran
Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Sarana dan Prasarana
Perkantoran dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Sarana dan Prasarana Perkantoran,
diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah:
1) Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi
perkantoran, dengan target 87,00 % ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar

100 %;

2. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
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4. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar

100 %;

5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

6. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

7. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

8. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

9. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

10. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

13. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

14. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

15. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

17. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

18. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
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36. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

37. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

38. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

39. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

40. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

41. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

42. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

43. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

44. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

45. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

46. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

47. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

48. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

49. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

50. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;

51. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
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68. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
69. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
70. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
71. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
72. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah sebesar
100 %;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Dan
Perlindungan Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Pembangunan,
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bagian
Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah, Bagian Hubungan
Masyarakat, Bagian Hukum, Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Aset, Bagian Organisasi, Bagian Umum Dan Protokol, Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan,
Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga
Kerja, Inspektorat, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak,

Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec.
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Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec.
Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec.
Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec.
Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec.
Tandes, Kec. Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec.
Wonocolo, Kec. Wonokromo, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dir.
Mohamad Soewandie, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD.

2) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
akuntabililitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indikator Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan adalah:
1) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,
dengan target 100% ;
2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik,
dengan target 100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
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Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
10. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;

11. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
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Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
sebesar 100 %;

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
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44. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
45. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
46. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
47. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
48. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
49. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
50. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
51. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
52. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
53. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
54. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
55. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
56. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
57. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
58. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
59. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
60. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
61. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
62. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
63. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
64. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
65. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
66. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
67. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
68. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
69. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
70. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
71. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
72. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran sebesar 100%;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Kepegawaian dan Diklat, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Dan

Perlindungan Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah,
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Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Administrasi Kerjasama, Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Administrasi Pembangunan,
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Bagian
Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah, Bagian Hubungan
Masyarakat, Bagian Hukum, Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Aset, Bagian Organisasi, Bagian Umum Dan Protokol, Dinas Kebersihan dan
Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll,
Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas
Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan,
Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Tenaga
Kerja, Inspektorat, Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak,
Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec.
Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec.
Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec.
Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec.
Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec.
Tandes, Kec. Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec.
Wonocolo, Kec. Wonokromo, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr.

Mohamad Soewandie, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD.
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2.2.2.2 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Penilaian
Kinerja Pegawai, Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM,
Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai.

Adapun program-program pembangunan yang dilaksanakan melalui
Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar Kepegawaian serta Pendidikan dan
Pelatihan, diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kompetensi ASN.
Indikator Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai
adalah:
1) Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja, dengan target
100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pengelolaan Data Pegawai sebanyak 8.326 data;
Pengembangan Wawasan Aparatur sebanyak 225 orang;

Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 7.226 orang;

h w DN

Seleksi Penerimaan ASN sebanyak 2 tahap;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah
: Badan Kepegawaian dan Diklat.

2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kompetensi ASN.
Indikator Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

adalah:
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1) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, dengan
target 50,03% ;
2) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural, dengan
target 65,06% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelaksanaan Asesmen Pegawai sebanyak 5 kali;
2. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural
sebanyak 2 jenis;
Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial sebanyak 1 jenis;
Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis sebanyak 2 jenis;
Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning) sebanyak 3 materi;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Kepegawaian dan Diklat.

3) Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai
Program ini merupakan salah satu program untuk melaksanakan
tujuan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran Meningkatkan
kompetensi ASN.
Indikator Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai
adalah:
1) Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan, dengan target
100% ;
Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian indikator program
tersebut adalah:
1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebanyak 500 orang;
Penataan Administrasi Kepegawaian sebanyak 8.326 berkas;
Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan sebanyak 84 berkas;

» wN

Pengelolaan Disiplin Pegawai sebanyak 286 orang;
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab program tersebut adalah

: Badan Kepegawaian dan Diklat.
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2.4.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sesuai penerimaan dan target, penerimaan perkiraan pembiayaan
tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang dicantumkan pada APBD Murni
Tahun 2019 sebesar Rp1.249.138.702.299,- sedangkan realisasi Silpa tahun
2019 sebesar Rp802.815.053.640,- maka terjadi penyesuaian sebesar Rp
446.323.648.659,-

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 tidak ada perubahan yaitu
sebesar Rp10.000.000.000,-.

Adapun perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada

Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2020
aia APBD 2020 Bertambah/Be ang
Murni Perubahan Rp %

Penerimaan 1.249.138.702.299 | 802.815.053.640 | - 446.323.648.659 -35,73%
Pembiayaan
Sisa Lebih 1.249.138.702.299 | 802.815.053.640 - 446.323.648.659 -35,73%
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
(SILPA)
Pengeluaran 10.000.000.000 10.000.000.000 - 0%
Pembiayaan
Penyertaan Modal 10.000.000.000 | 10.000.000.000 - 0%

Sumber : BPKPD dan Bappeko diolah.
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BAB IIi
PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan perubahan

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 akibat :

1. adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

2. adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerabh;

dan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 antara Walikota

Surabaya dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya,

maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan target sasaran program dan

kegiatan.

Pergeseran atau perubahan target tersebut dapat dilakukan pada saat
proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.
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PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2020

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTA SURABAYA

DAERAH KOTA SURABAYA

DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO,S.IP
KETUA

Hi. LAILA MUFIDAH, S.Ag
WAKIL KETUA

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
WAKIL KETUA

RENI ASTUTI, S.Si
WAKIL KETUA
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